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ELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK
PIDANA PENADAHAN DI KEPOI&IAN RESOR INDRAGIRI HILIR
(Pembimbing : Vivi Arviani Siregar, SH.,MH dan KMS. Novyar, SH.,MH)
ABSTRAK

Pelaksanaan restorative justice merupakan salah satu bentuk pembaharuan
dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan
penyelesaian perfjra secara adil melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban,
dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan restorative
justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir,
mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dal§E} pelaksanaannya, serta mengetahui
upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan restorative justice terhadap
tindak pifZha penadahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan
pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik pada

an Reserse Kriminal Kepolisian Resor Indragiri Hilir, observasi lapangan, serta
studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan
dokumen pendfjung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan
menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori efektivitas
penegakan hukum Soerjono Soekanto sebagai pisa@hnalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice
terhadap tindak pidana Egnadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Penyelesaian perkara dilakukan melalui tahapan penelitian kelayakan perkara,
proses mediasi antara korban dan pelaku, pemenuhan hak korban, pelaksanaan gelar
perkara, hingga penghentian penyidikan apabila seluruh persyaratan materiil dan
formil telah terpenuhi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi
berbagai hambatan, antara lain tidak semua perkara memenuhi persyaratan
restorative justice, sulitnya memperoleh kesepakatan perdamaian, rendahnya
pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif, keterbatasan
administrasi, serta kehati-hatian penyidik dalam menggunakan kewenangannya.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan
berbagai upaya, yaitu mengoptimalkan peran penyidik sebagai fasilitator
perdamaian, memastik§Ff terpenuhinya persyaratan hukum, mengedepankan
pemulihan hak korban, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat
koordinasi antar aparat penegak hukum, serta meningkatkan profesionalisme
penyidik melalui pendidikan dan pelatihan.
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ANALYSIS OF HE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE
FOR THE CRIME OF RECEIVING STOLEN PROPERTY AT THE
INDRAGIRI HILIR RESORT POLICE
(Mentor: Vivi Arviani Siregar, SH. MH dan KMS. Novyar, SH.,MH)

ABSTRACT

The implementation of restorative justice represents one of the reforms in

nesia's criminal justice system aimed at resolving criminal cases fairly through

the restoration dg§relationships among offenders, victims, and society. This study

aims to analyze the implementation of restorative justice in handling the crime of

receiving stolen property at the Indragiri Hilir Resort Police, identify the obstacles

encountered during its implementation, and examine the efforts undertaken to
optimize f13 application.

This research employs an empirical legal research method with a
sociological approach. Data were collected through interviews with investigators of
the Criminal Investigation Unit of the Indr@gg)i Hilir Resort Police, field
observations, and library research consisting of statutory regulations, books,
@ rnals, and other supporting documents. The data were analyzed qualitatively
using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory and Soerjono Soekanto's
Theory of Law Enforcement EffecQeness as analytical frameworks.

The findings reveal that the implementation of restoratifggjustice for the
crime of receiving stolen property at the Indragiri Hilir Resort Police has been
carried out in accordance with the Regulation of the Chief of the Indonesian National
Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Offenses Based on
Restorative Justice. Case settlement is condudg®d through several stages, including
case eligibility assessment, mediation between the victim and the offender , fulfillment
of the victim's rights, case review, and termination of the investigation once all
substantive and procedural requirements have been satisfied. Nevertheless, its
implementation continues to face several obstacles, including the fact that not all
cases meet the restorative justice requirements, difficulties in achieving settlement
agreements, limited public understanding of restorative justice, administrative
constraints, and investigators' cautious exercise of discretionary authority. To
address these challenges, the Indragiri Hilir Resort Police have undertaken various
efforts, including optimizing the investigators' role as mediators, ensuring
compliance with legal requirements, prioritizing the restoration of victims' rights,
improving public legal awareness, strengthening coordination among law
enforcement agencies, and enhancing investigators' professionalism through
education and training.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum memiliki landasan yang kuat untuk
menjamin sistem hukum yang adil dan menegakkan keadilan untuk semua
orang.'Penegakan hukum yang efektif bergantung pada prinsip-prinsip seperti
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Indonesia memiliki hukum
yang tidak hanya ditulis tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang dianut oleh
masyarakat 2

Tindak pidana penadahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya jenis
tindak pidana asal atau dak pidana lainnya.> Seseorang dapat atau tidaknya
seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus
jelas jenis tindak pidana sebelumnya, yakni dari mana barang penadahan tersebut
berasal lah satunya adalah tindak pidana pencurian juga memiliki andil sebagai
salah satu faktor penyebab karena dak pidana penadahan merupakan kejahatan
yang terjadi setelah adanya kejahatan lain.* Secara yuridis, seseorang dapat
dikatakan sebagai penadah barang hasil pencurian jika memenuhi unsur Pasal 480
ab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).?

Menurut ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), seseorang dapat dipidana sebagai penadah apabila membeli, menyewa,

_aShidarta. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT. Refika Aditama,
Jakarta, 2006. hlm. 121

@

3 P. A. F. Lamintang Dan Satochid Kartanegara, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta
Ke[fBaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, him. 362

4 Pricilia Ina SuraMado, Tinjaun Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian
Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Flores Timur, Jurnal Hukum Online, Volume 1, Nomor 2, Tahun
20E0him. 2442-3084

3 Andi Hamzah, Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1980. hlm. 19




menerima gadai, menerima hadiah, menyimpan, mengangkut, menjual atau
membantu menjual tu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari suatu
tindak pidana. Unsur "mengetahui atau patut menduga" menjadi unsur yang sangat
penting karena menentukan ada atau tidaknya kesalahan pelaku.

Seiring dengan lakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai tindak pidana
penadahan tidak dihapus, melainkan dimuat kembali dalam Pasal 591 yang pada
prinsipnya tetap mengatur larangan terhadap setiap orang yang memperoleh,
menyimpan, menguasai, menjual, atau membantu menjual rang yang diketahui
atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dengan demikian, ketentuan Pasal
591 UU Nomor | Tahun 2023 merupakan pembaruan pengaturan tanpa
menghilangkan substansi sal 480 KUHP yang masih menjadi dasar hukum
terhadap perkara-perkara yang terjadi sebelum KUHP Nasional berlaku efektif .

Pentingnya bahwa dalam Posal 480 itab Undang-Undang Hukum Pidana,
seseorang dapat dianggap sebagai penadah jika din mengetahui atau sepatutnyu
harusdiduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.® Hal ini berarti bahwa
pengetahuan atau penalaran yang wajar dari seseorang tentang isal-uaul barang
tersebut menjadi kunci dalam menentukan kesalahan. Namun, seseorang yang
menerima dengan cara membeli barang atau benda dari seseorang tidak mengetahui
wa barang tersebut berasal dari hasil pencurian atau tindak pidana lainnya."
Pelaku penadahan secara tidak sengaja menampung barung-barang hasil dari

kejahatan pelaku penadahan tidak mempunyai niat jahat untuk menguasai barang

hasil dari pada tindak pidana pencurian."

% Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Andi Hamzah, Op.Cit, hlm, 21
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Perbedaan kedua pelaku penadahan itu sesungguhnya dapat didalami dari
motifnya, dimana pelaku tanpa niat kejahatan adalah pelaku yang sebenarnya tidak
mengetahui asal-usul barang yang dibeli adalah hasil pencurian, bukan pelaku yang
membantu aksi pencurian (penadah dengan niat kejahatan).” Dalam sistem hukum
pidana, penadah dapat dihukum meskipun mereka tidak memiliki unsur niat
melakukan kejahatan yang sama dengan pelaku pencurian.®

Pengungkapan tindak pidana penadahan didasarkan pada kesalahan mereka
dalam memperoleh, menyimpan, atau mengedarkan barang-barang hasil pencurian .’
Tindak pidana penadahan dianggap serius, karena mereka mendukung atau
memfasilitasi tindak pidana pencurian dengan memberikan pasar atau jalur distribusi
untuk barang-barang curian. Penadah memainkan peran penting dalam rantai tindak
pidana dengan menyediakan pasar atau jalur distribusi bagi barang-barang hasil
pencurian.mindak pidana merujuk pada perbuatan yang dihalangi oleh suatu aturan
hukum yang dilarang disertai dengan ancaman (sanksi) dalam rangka pemidanaan
tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dalam konteks ini,

sering kali hukum dipandang sebagai aturan yang kaku dan terfokus terlalu banyak

pada kerangka hukum tanpa mempertimbangkan hubungan antara ilmu hukum dan

7 Badri Hasan, Disp{)ritzmidzmal Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurion Dengan Pemberatan
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Namor
17/Pld_Sus-Anak/2019/PN Bna), Al-Igtishadiah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4, Nomor
1, Tahun 2023, him. 49-71.

¥ Andi Hamzah, Op.Cit, him. ¥ 0 Sadri Hasan, Disporitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik
Pencurian Dengan Pemberotan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bna
Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anal/2019/PN Bna), Al-Igtishadiah, Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah, Volume 4, Nomor I, Tahun 2023, hlm. 49-71 2

9

10 Adami Chazawi, Kejahatan Harta Beneda, Bayu Media, Malang, 2003. him. 96
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masalah yang muncul. Untuk menciptakan hukum yang bermartabat dan serbaguna,

penting untuk menemukan nilai-nilai yang dihormati dan diterima oleh masyarakat .’

Hukum seolah-olah ditangkap sebagai aturan yang kaku dan terlalu
menekankan perspektif kerangka hukum tanpa melihat hubungan antara ilmu hukum
dan masalah yang muncul harus ditangani. Hukum yang kaku atau tidak dapat
ditekuk akan menimbulkan kompleksitas dan benturan-benturan yang berbeda dalam
kehidupan bermasyarakat, sehingga diperlukan suatu konsepsi yang sah yang layak
bagi masyarakat (akseptable) dan sesuai dengan karakteristik dan corak kehidupan
masyarakat (adaptable).'> Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang
bermartabat dan serbaguna, maka harus diusahakan untuk cnggali nilai-nilai yang
hidup dan diterima oleh masyarakat sebagai nilai yang luhur."?

Kondisi persyaratan hukum yang tegas ditambah dengan informasi dari
masyarakat sendiri hampir bagaimana menyelesaikan kasus-kasus kriminal yang
terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi masyarakat Indonesia yang terbuka
mengenai tata cara penanganan dan pemidanaan hingga strategi penanganan dan
penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau pelanggar hukum di kemudian hari
sudah menjadi legal, formal, dan prosedural. Pendekatan seperti ini dapat
menciptakan sikap dendam dalam masyarakat dan mendatangkan sifat penghakim
punitive (menghukum) society (masyarakat) terhadap kejahatan yang terjadi di

sekitarnya.!4

3

"' Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, him. 59 " Henry Arianto,
Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Lex Jurnalia, Volume 7 Nomor 2, Tahun
2010. hlm. 115.

12 Coby Mamahit, Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya
Penanggulannya Di Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 23, Nomor 8, Januari 2017. hlm. 76.

13 Ali Imron, Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang
Konsepsi Taklif Dan Mas'Uliyyat Dalam Legislasi Hukum), Universitas Diponegoro. Semarang,
20083him. 123

¥ Atalim, Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional,
Jurnal Rechts Vinding, Volumr 2, Nomor 2, Tahun 2013. hlm. 141
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Upaya untuk mengendalikan atau menanggulangi perbuatan yang salah

(permasalahan perundang-undangan pidana) tentu saja tidak dengan cara implisit
pemasyarakatan (hukum pidana), tetapi bisa juga dengan menggunakan cara non
penal."> Saat perkara kasus pidana, tidak serta merta memanfaatkan jalur litigasi.
Terdapat strategi-strategi lain (non litigasi) yang diharapkan dapat memberikan
solusi yang meyakinkan dalam terjadinya suatu kasus pidana, khususnya kasus-kasus
pidana yang dianggap kecil atau dikenal dengan istilah insignificance principle
(prinsip tidak penting) dan irrelevance principle (prinsip relevansi).'®
sigmﬁcance principle mengacu pada kejahatan yang dianggap tidak
memiliki nilai atau konsekuensi yang signifikan. Prinsip relevansi, disisi lain, tidak
hanya mempertimbangkan perilaku yang tidak berbahaya, tetapi juga
mempertimbangkan karakteristik pelaku. Selain itu, Nota Kesepahaman yang
ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pejabat Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Melaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan
Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif
Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012,
B/39/X/2012 Tahun 2012. Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan penggunaan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (Perma

Nomor 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah

5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, PT. Alumni, Bandung,
200§8hlm. 159

1 Alvian Solar, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Lex Crimen, Volume
1, Januari 2012. hlm. 51




Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke seluruh aparat penegak

hukum.!”

Menurut Pasal 1 angka 2 Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pejabat Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta
Penerapan Keadilan Restoratif

Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03 .02, KEP-
06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012, keadilan restoratif (restorative justice)
merujuk pada penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik
pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan. Pendekatan keadilan
restoratif melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh asyarakat
terkait dalam mencari penyelesaian yang adil, dengan penekanan pada pemulihan
kondisi semula.lgeadilan restoratif adalah suatu metode penyelesaian kasus pidana
yang melibatkan partisipasi masyarakat, korban kejahatan, dan pelaku, dengan
tujuan mencapai keadilan bagi semua pihak, sehingga menghasilkan kondisi yang
setara dengan sistem peradilan pidana.'” Tujuan utama keadilan restoratif adalah

mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dan memulihkan kondisi korban setelah

kejahatan terjadi.

7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (m'na Nomor 2 Tahun
2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang
Hulm Pidana ke seluruh aparat penegak hukum

'8 Ahmad Syaufi, Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan
Restoratif, Samudra Biru (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2020. hlm. 84

9 Ibid.




2
Pendekatan keadilan restoratif bertentangan dengan asas legalitas dan

kepastian hukum (rechtzakerheid) karena tidak berfokus pada hukuman penjara,
melainkan pada upaya memperbaiki atau memulihkan kondisi korban.’ Dalam
keadilan restoratif, pelaku kejahatan dapat diminta untuk membayar ganti rugi,
terlibat dalam pekerjaan sosial, atau melakukan tindakan lain yang ditentukan oleh
penegak hukum atau pengadilan.’! Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum
pidana memiliki kekuatan untuk mengembalikan hubungan antara pelaku kejahatan
dan

korban ke kondisi semula bertujuan untuk mencegah permusuhan yang
lebih dalam antara pihak-pihak yang terlibat dan mendorong rekonsiliasi sukarela
antara pelaku dan korban, dengan melibatkan partisipasi warga masyarakat, seperti
ggota keluarga atau tetangga. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya peran
korban dalam proses menuju keadilan.?

Bagi korban, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk
menyatakan penyesalannya secara profesional kepada korban. Pendekatan keadilan
restoratif ini merupakan hasil dari pergeseran dalam hukum, dari pendekatan
keadilan pembalasan (lex talionis) menjadi penekanan pada upaya pemulihan.>
Dalam proses pemulihan korban, pendekatan yang lebih retributif dan legal akan

sulit menyembuhkan luka korban. Oleh karena itu, keadilan restoratif

mengedepankan konsep bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakan merugikan

¥ Fajar Ari Sudewo, Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum,
P’T.aasya Expanding Manajemen, Jawa Tengah, 2021. hlm. 73

2 Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, USU Press,
Medan, 2010. hlm. 19

2 Ibid, higl. 20.

= Imade Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, Sistem Peradilan Pidana Perspektif
Restorative Justice, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2021. hlm. 129
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orang lain yang dilakukannya. Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah

sebagai berikut :**
a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki
kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan
kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara
konstruktif.
c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal
penyelesaian masalah.
d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang
dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Syarat-syarat untuk menghentikan pemeriksaan penanganan perkara
berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif juga dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan
Tindak Pidana Berdasarkan Kendilan Restoratif. Berdasarkan Keadilan Restoratif
Aturan tersebut mengurnikan hal-hal berikut ini : Pasal 5 raturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi :25 Persyaratan materil sebagi

maha dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a. tidak menimbulkan keberhasilan dan/ atau penolakan dari masyarakat;

* Imade Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, Sistem Peradilan Pidana Perspektif
Restorative Justice, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2021. hlm. 129

¥ Ibid, him. 22




b. tidak berdampak konflik sosial;

c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;

d. tidak bersifat radikalime dan separatism;

e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan; dan

f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara,
tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi

(1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalum Pasal 4 huruf b,
meliputi :

a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
dan

b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk
tindak pidana narkoba.

(2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan
dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
2 asal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan

(3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana pada
ayat (1) huruf b, dapat berupa;

a. Mengembalikan barang;

b. Mengganti kerugian;

c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau




d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
(4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan
dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani
oleh pihak korban.
(5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Kepolisian.
Pasal 7 geraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,
berbunyi.”® ersyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
b, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana :
a. Informasi dan transaksi elektronik;
b. Narkoba;
c. Lalu lintas.
Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi :%’
( Persyaratan khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurut a, paling sedikit
meliputi :
a. Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang

menyebarkan konten illegal;

1
% Pasal 7 gcraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
7 Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
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b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diubggah;

c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah
di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang
telah menyebar; dan
d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan
Penyelidikan lanjutan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c,
diserahkan kepada penyidik dalam soft copy dan hard copy.
asal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi
31
(1) Persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :
a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan
rehabilitasi;
b. Pada saat tertangkap tangan :**
I. Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan
penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
2. Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes
urine menunjukkan positif narkoba. c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak

pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar; dan d. Telah dilaksanakan

assesmen oleh tim assesmen terpadu.

i
% Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
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(2) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10 Peraturan polisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi
;29 syaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas sebagaimana dalam Pasal 7
huruf ¢, meliputi :
a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan
bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan untuk mengakibatkan
kerugian materi dan/atau korban luka ringan: atau
b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan
korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
idaklah adil untuk mengapproksimasi sebuah kasus dengan sudut pandang
hukuman sebagai bentuk pembalasan, terutama dalam kasus-kasus pidana yang
melibatkan pelanggaran yang ringan. Ada pertimbangan lain yang lebih penting dan
relevan, yaitu bagaimana memulihkan kerugian yang diderita masyarakat akibat
kesalahan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Pendekatan seperti itu
dianggap sebagai metode penyelesaian kasus yang lebih baik secara selektif daripada
melibatkan kasus dalam proses yang memakan waktu lama sebagaimana diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**
enyelcsajan perkara pidana dengan pendekatan restoratif telah diterapkan

di Indonesia, meskipun penerapannya terbatas pada penyelesaian kasus pidana yang

melibatkan anak dan beberapa tindak pidana tertentu. Dalam praktiknya, pendekatan

® Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Penaanan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

* Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, Pustaka
Megister, Semarang, 2012. hlm. 18
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restorative justice biasanya digunakan dalam kasus-kasus di luar batas normatif
tersebut, seperti kasus penadahan yang baru-baru ini diselesaikan oleh Kepolisian
Resor Indragiri Hilir. eran aparat penegak hukum dalam hal ini perlu diapresiasi,
mengingat masih ada banyak aparat penegak hukum yang masih memiliki
pandangan yang lebih mengedepankan hukuman. Salah satu kendala dalam
menerapkan konsep keadilan restoratif adalah kurangnya payung hukum dan
ketidakpastian yang dialami oleh penyidik, yang sering kali menyalahkan oleh

pimpinan atau komite pengawas.’!

ndekatan restorative justice telah menjadi alternatif yang semakin
diterima dalam menangani kasus penadahan, berfokus pada pemulihan, perbaikan,
dan rekonsiliasi antara pihak yang terlibat dalam kejahatan, termasuk pemilik asli
barang, tersangka penadah, dan masyarakat.’> Pendekatan restorative justice
menempatkan perhatian pada pemahaman, pertobatan, dan rehabilitasi, bukan hanya
pada hukuman yang keras sehingga tidak semua kasus penadahan harus diproses
hingga pengadilan?® Implementasi restorative justice dalam penanganan kasus
penadahan barang hasil pencurian menjadi hal yang menarik untuk
diteliti.**Perbedaan pendekatan dalam penerapan restorative justice antara lembaga
penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan.*> Meskipun pendekatan ini

memiliki potensi untuk mencapai keadilan yang lebih baik dan mendorong

I Pardede Roberto, Implementasi Restoratif Justice Oleh Penyidik Polri, Raja Grafindo, Jakarta,
2010. hlm. 13

% Gede Widhiana Suarda, Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia PreTrial
System, Incnesial Law Review, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021. hlm. 8-31

¥ Fatilah A. Syukur, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia,
Indie Publishing, Depok, 2011. hlm. 79

¥ Nur Rochaeti, Sistem Keadilan Restoratif Di Indonesia: Pandangan Dekat Dari Praktik
Masyarakat Adat, Sriwijaya Law Review, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023, hlm 87-104

¥ Ibid
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reintegrasi sosial, perbedaan praktik di lapangan dapat menghasilkan luaran yang
bervariasi.*® Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan
restorative justice dalam penanganan kasus penadahan barang hasil pencurian di
wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Penerapan restorative justice oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir alah
untuk mewujudkan keadilan dikarenakan para anggota sudah dibekali pengetahuan
mengenai hakikat bagaimana seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana
sehingga semangat untuk melaksanakan restorative justice diwujudkan untuk
memulihkan hak korban terlebih dahulu. ara korban lemah dalam hubungannya
dengan pelaku. Korban, jika tidak bertindak dengan kebajikan, maka setidaknya ia
bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Korban tidak bersalah atas apa yang
terjadi.

Korban tidak berhubungan dengan dan tidak mengenal orang asing yang
telah melakukan pelanggaran. Pelakunya jelas dan bisa punya habituari yang buruk
dan korban memiliki kombinasi kekuatan, pengaruh, atau simpati yang tepat untuk
berhasil memperoleh status korban tanpa mengancam kepentingan pribadi yang
berlawanan. orban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini
dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui restorative
justice. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif

merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran

para pihak yangterlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami

* Diane Crocker, Menerapkan Dan Mengevaluasi Proyek Keadilan Restoratif Di Penjara, Criminal
Justice Policy Review, Volume 26, Nomor 1, 2015. hlm. 45-64.
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makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan

adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.’’

Di Kepolisian Resor ragiri Hilir sering diterapkan dengan proses
perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil
ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas
dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik
Kepolisian Resor Indragiri Hilir akan menindaklanjutinya dengan melakukan gelar
perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.

Kepolisian Resor Indragiri Hilir agaj satuan organisasi dalam instansi
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat adalah satuan organisasi operasional. Adapun satuan organisasi
operasional tersebut, yaitu: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan
Intelijen Keamanan (Sat. [ntelkam), Satuan Reserse Kriminal (Sat.Reskrim), Satuan
Reserse Narkotika Psikotropika, dan Obat Berbahaya (Sat.Res Narkoba), Satuan
Pembinaan Masyarakat (Sat.Binmas), Satuan Samapta Bhayangkara (Sat.Sabhara),
Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat.Pam.Obvit),
Satuan Kepolisian Perairan (Sat.Polair), dan Satuan Perawatan Tahanan dan Barang
Bukti (Sat.Tahti).

Satuan Reskrim yang ada di tingkat Polres, dalam hal ini Polresta Indragiri
Hilir dapat mempengaruhi keberhasilan institusi Polri dalam melaksanakan
tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan operasional Polri, Reskrim

berperan sebagai fungsi pamungkas strategi Polri dalam penegakan hukum. Dalam

struktur operasional Polri, Reskrim berperan sebagai ujung tombak operasional.

T Sarwirini, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak, Jurnal Yuridika,
Volume 29 Nomor 1, Tahun 2014. hlm. 383-384

15




Fungsi utama Polri yang langsung menyentuh sasaran adalah fungsi Reskrim yaitu

melalui penyelidikan maupun penyidikan yang memiliki tahap penyelidikan,
penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

erkara yang terjadi merupakan perkara yang sangat menarik untuk diteliti.
Dalam peraturan kepolisian tersebut dijelaskan bahwa kepolisian berwenang
menutup perkara demi kepentingan hukum. Kepolisian Resor Indragiri Hilir rlu
mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif
yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan
perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak
berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa skipun Peraturan Kepolisian
Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum penerapan restorative justice,
dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan lam pelaksanaan restorative
justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, baik
berkaitan dengan pemenuhan syarat, proses perdamaian, maupun pertimbangan
penyidik dalam menghentikan penyidikan. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji
guna mengetahui bagaimana pelaksanaan, hambatan, serta upaya yang dilakukan

dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian
Resor Indragiri Hilir. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan

penelitian dengan judul "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak

Pidana Penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir."

B. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan sesuai uraian latar belakang diatas, maka yang

menjadi rumusan masalah adalah :
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1. Bagaimana pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana
penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak
pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

3. Bagaimana upaya dalam penerapan restorative justice terhadap tindak

pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan alah sebagai berikut:
I. Untuk mengetahui pelaksanaan restorative justice terhadap tindak
pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan restorative justice
terhadap tindak pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

3. Untuk mengetahui upaya dalam penerapan restorative justice terhadap

tindak pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk

melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan.

)

Secara praktis
a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat
agar lebih berhati-hati dalam memberi barang yang tidak lengkap dengan

surat-suratnya agar tidak terjadi tindak pidana penadahan.
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b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan
akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan

dalam hal ini

E. Kerangka Teori

1. Teori Restorative Justice

Istilah restorative justice merupakan terminologi asing yang baru di
Indonesia sejak era Tahun 1960-an dengan istilah keadilan restoratif. Di
beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para
akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan
beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses
peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan,
ajudikasi dan tahap eksekusi.™

Istilah restorative justice dalam bidang penegakan hukum, namun dalam
terjemahan bahasa berarti keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau restorative
justice adalah perbaikan hubungan dan perbaikan kesalahan yang ingin
dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarga) diluar ruang sidang, dengan
tujuan dilakukannya terhadap korban (keluarga) suatu kejahatan (usaha
perdamaian) hal ini tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang
timbul akibat tindak pidana. Penrcapaian kesepakatan diantara para pihak,

keadilan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah

keadilan retributif.

% Susanti Emelia, Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan
Lokal, Pustaka Ali Imron, Jakarta, 2021. hlm. 22
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eadilan restoratif, sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam
kejahatan tentu bekerja untuk menyelesaikan permasalahan menangani
bagaimana konsekuensinya harus ditangani dimasa depan. Keadilan restoratif
merupakan model penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada
pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama restorative justice
yaitu partisipasi korban dan pelaku, partisipasi masyarakat sebagai mediator
dalam menyelesaikan perkara, dan memastikan anak dan pelaku tidak semakin
mengganggu keharmonisan yang tercipta dalam masyarakat.*

Restorative Justice menjelaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara
epublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan kata lain keadilan restoratif
digambarkan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk
bersama-sama gencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.*

Restorative  justice, yaitu model keadilan yang mengedepankan
kesembuhan bagi semua pihak terkait. Keadilan restoratif atau restorative
Jjustice adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan

tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana

menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan.*!

¥ Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, PT. Raja
Graff}do Persada, Jakarta, 2004. him. 203

% Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan
Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Re §iiitif

*I' Apong Herlina, Restorative Justice, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 3, Nomor 3, Tahun
2004. hlm. 19-28
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Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan
pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana
dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan
implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.*?
Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para
penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan
peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan karena pada akhirnya
hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang menjadi keinginan oleh
masyarakat.*’ Beberapa pengertian Restorative Justice enurut para ahli, yaitu
sebagai berikut :

a. Menurut Tony F. Marshall mengatakan bahwa restorative justice

merupakan sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam

pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan
secara bersama-sama bagaimana enyelesajkan akibat dari pelanggaran
tersebut demi kepentingan masa depan.*

b. Braithwaite mengatakan bahwa restorative justice lebih berkaitan dengan

usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada menderita kan, pembelajaran

moral, partisipasi masyarakat, dan kepedulian masyarakat, dialog yang
saling menghormati, pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan

mengganti kerugian.*

% Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem
Peradilan di Indonesia, AI'Ad]l, Volume X Nomor 2, Jul1 2018. hlm. 236

“ Ibid.

# Mahmud Siregar dkk, Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi
Ei nsi Dan Bencana Alam, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, PKPA, Medan, 2007. hlm. 34

# Zico Junius Fernando, Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum, Al-
Imarah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020. hlm. 11
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¢. Menurut Howad Zahr keadilan restoratif merupakan proses untuk

melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, selaku pihak terkait

dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan

ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta

menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.*

ebmann secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu
system hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban,
pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah
pelanggaran atau Tindakan kejahatan lebih lanjut.*’ Liebmann juga memberikan
rumusan prinsip dasar restorative justice sebagai berikut :*¥

a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.

b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.

c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.

d. Adasupaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.

e. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara

menghindari kejahatan di masa depan.

Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam
mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Penggunaan restorative justice di Indonesia didasarkan pada skresi dan
diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar

proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya

penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukanlah hal

*meang Waluyo, Penegakan Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 10

41 Muliadin, Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
him. 2

S Ibid.
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asing bagi masyarakat Indonesia.*® Konsep dan prinsip restorative justice
sebenarnya telah di perkenalkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia oleh
karena itu upaya menjadikan restorative justice sebagai model alternatif dalam
soal pidana sangat prospektif, tinggal di modifikasi dari praktik yang secara

konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah daerah di Indonesia *"

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku
manusia yang melakukan kontak sosial. larn penegakan hukum ada tiga hal
yang harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan
hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan
(bzweck massigkeit), dan keadilan (gerechtgheit).”!

Kepastian hukum orang tidak mengetahui yang harus diperbuat yang pada
akhirnya akan menimbulkan kecemasan terlalu menitikberatkan kepastian
hukum atau terlalu berat menaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku
serta tidak menutup kemungkinan akan timbul rasa ketidakadilan, maka unsur-
unsur lain dikorbankan, ka kepastian hukum dan keadilan akan dikorbankan
dan begitulah seterusnya. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi secara

proporsional dan seimbang antara ketiga unsur tersebut, yaitu ketiga unsur

tersebut haruslah mendapatkan perhatian yang seimbang.>

# Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme,
Binf®ipta, Bandung, 1996. him. 15

* Rahmawati Ratu, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Penkan, Univ Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2019. hlm. 15

! Hittp//www: Penegakan Hukum blogspot.com. diakses tanggal 11 November 2025 pukul 19.55
Wib.

2 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm. 8.
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alam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara
proporsional antara ketiga unsur tersebut.> apun yang terjadi peraturannya
adalah demikian, harus ditaati dan dilaksanakan, walaupun kadang-kadang
undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat sebagai
suatu norma sosial, hukum merupakan suatu produk budaya.>*

Hukum pengantar asyarakat secara patut dan bermanfaat dengan
menetapkan apa yang harus ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya, menurut
hukum dan yang melawan hukum. ukurn dapat mengkualifikasikan suatu
perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan
hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan
tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melawan
hukum.

Banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam
penegakan hukum, dengan alat penegak hukum itu biasanya hanyalah
kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang
kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum diartikan secara luas, seperti
yang dikemukakan diatas maka penegak hukum itu menjadi tugas pula dari
pembentuk undang-undang, Hakim, instansi pemerintahan, dan aparat eksekusi
pidana.’®

Penegakan norma-norma sentral diartikan sebagai penanggulangan

kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari

sekian banyak alternatif, maka yang paling efektif dalam usaha penanggulangan.

gSudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1991. hlm.
1343

* Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008. hlm. 53.

¥ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2006. hlm. 112

* Ibid.
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Usaha-usaha dalam penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya juga
bukan hanya dibidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti
yang umum ara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana
pidana atau hukum pidana seperti usaha dari departemen sosial dengan karang
tarunanya.”’

Pelaksanaan hukum pidana secara langsung menjadi kewajiban bagi semua
orang yang berkepentingan, dan secara langsung menjadi tugas Polri beserta para
petugas yang berwenang menjalankan tugas kepolisian, penuntut, penetapan
keputusan dan pelaksanaan keputusan dalam ruang lingkup sistem peradilan
pidana.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor
yang memang mempengaruhinya, sehingga dampak positif dan negatifnya
terletak pada isi aktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Faktor hukum itu sendiri

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, undang-undang dalam arti

material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh

penguasa pusat maupun daerah yang sah erdapat beberapa asas yang
tujuannya adalah agar undang-undang mempunyai dampak yang positif.

b. Faktor penegakan hukum

Mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan,

kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan yang merupakan golongan

panutan dalam masyarakat yang harus dapat berkomunikasi dan mampu

menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum

" Ibid, hlm. 14.

24




berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian sehingga

pandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi
penegak hukum tersebut.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak
hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara
lain, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang
baik, peralatan yang memadai,dan keuangan yang cukup harus nyata dalam
menyelenggarakan penegakan hukum agar tercapainya tujuan hukum itu
sendiri.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk
mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas
(dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Sehingga berakibat k
buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum
tersebut.’® Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian
banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yangberbeda,
seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan
masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau
kedudukan dan peranan yang ada.””

Penyebab kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki

sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan

mengikat jika dilanggar (blue collar crime), sedangkan bagi orang-orang

*# Soerjono Soekanto, Op.Cit, him. 13

F Ibid.
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kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada,

karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan

mengetahui sanksinya.®

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang
dianggap buruk (sehingga dihindari), maka hukum mencakup struktur,
substansi, dan kebudayaan.
Maka dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan konkret dari nilai-
nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.®!

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat
besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat
mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya
ketika berhubungan dengan orang lain.®?> Pada dasarnya, kebudayaan mencakup
nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang
merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik
(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).®*

F. Kerangka Konseptual
Dalam penulisan proposal skripsi penulis memahami adanya salah

penafsiran pada judul, maka penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul sebagai

berikut :

D 1hid, him. 14,
U bid. him. 16
2 Ibid.
S Jhid.
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L.

Pelaksanaan adalah proses atau tindakan nyata untuk menjalankan,
menerapkan, atau merealisasikan suatu rencana, program, keputusan,
atau kebijakan yang telah disusun sebelumnya, tujuannya untuk
mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan melalui kegiatan
yang terstruktur, terkoordinasi, dan melibatkan sumber daya serta
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.®

Tindak pidana penadahan adalah perbuatan sengaja membeli,
menerima, menyewa, menggadaikan, atau menyimpan atau
menyembunyikan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari
hasil kejahatan (pencurian, perampokan, dll), yang diatur dalam Pasal
480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (lama) atau Pasal
591 KUHP, bertujuan untuk mempermudah pelaku kejahatan
mendapatkan keuntungan dan mempersulit pengusutan kejahatan
awal.® Penadah dianggap membantu kejahatan utama dan dapat
dipidana penjara atau denda, seperti pidana penjara paling lama 4 tahun
atau denda paling banyak Rp 500 juta.®®

Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir merupakan wilayah hukum

terjadinya Pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana

penadahan dan sebagai lokasi penelitian penulis.

1

M. J., & Hasan, S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama.
Echols, Jak§%). 2005. him. 145
% Bassar, M. Sudrajat, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP, Remaja Karya, Bandung,

2010. hlm. 11

% Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan

untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan
sistematis,®” dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut :°
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis
atau empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di
lapangan atau pada permasalahan langsung dengan cara a yang diperoleh
dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat
normatif (das sollen) dengan kenyataan (das sein) yang terjadi dalam
masyarakat. ilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis
yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara
sistematik, faktual dan akurat.”” Tujuan nemukan fakta-fakta yang
dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk
mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian
masalah.™

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (cases approach).
Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan adalah metode

penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi teks peraturan,

perundang-undangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman

[}, him. 16.

% Fitri Wahyuni, Dkk, Pedoman dan Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam
Indragiri, Tembilahan, 20@ hlm. 13

% Bambang Sunggono, Merodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Penerbit Raja Grafindo
Per@fR. Jakarta, 1998. him. 36.

™ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, Ul Press, 2010. hlm. 5
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makna, tujuan, dan dampak dari norma-norma hukum yang tertulis.”!
Manakala pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang mengutamakan
kajian beberapa kasus terkait atau relevan dengan objek penelitian yang
sedang dilakukan.” Berdasarkan sifatnya, penelitian ini digolongan ke
dalam penelitian preskriptif. Sifat penelitian ini adalah penelitian
skriptif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk
memberikan rekomendasi atau saran terhadap suatu permasalahan atau

situasi.”

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengunakan data primer, merupakan
seluruh data dalam bentuk informasi diperoleh dikarenakan berhubungan
maupun berkaitan dengan permasalahan secara langsung. Data dan sumber
data yang penulis gunakan, sebagai berikut :
a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui
responden atau sampel yang telah penulis sajikan dalam tabel populasi dan
sampel.”*
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang
mendukung dengan pokok masalah yang dibahas.” Data sekunder
disamping buku-buku juga dipergunakan berupa : skripsi, tesis, jurnal

maupun internet.

717 Van Maanen, Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research, Preface,
Ad@srrarive Science Quarterly, Volume 24, Nomor 2, Tahun 1979, hlm. 520-26

7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. hlm.
7

7 Soerjono Sockanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum (Suatu Tinjawan Singkat), Rajawali Pers,
Jakarta, 2011. him. 14

™ Fitri Wahyuni, Dkk, Op.Cit, him. 19,

" Ibid, hlm. 20.
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1
¢. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap

hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus Bahasa Indonesia.
3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri
Hilir, lokasi tersebut merupakan wilayah terjadinya Tindak Pidana
Penadahan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

3

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti
76

yang mempunyai karateristik yang sama,’® sampel merupakan sebagian dari

populasi.
Tabel 1
Data Populasi dan Sampel
No. Responden tPopulasi Sampel Persentase

Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)
1 5 3 42 %
Kepolisian Resor Indragiri Hilir

2 |Pelaku Tindak Pidana Penadahan 5 2 29%
3 [Saksi Perkara Tindak Pidana Penadahan 0 2 29%
Jumlah 19 7 100%

Sumber Data: Data Olahan Penelitian Tahun 2026.
Alat Pengumpulan DataUntuk memperoleh data yang sebagaimana

diharapkan, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah :7

a. Observasi

™ Ibid, hlm. 23.
7 Fitri Wahyuni, Op.Cit, hlm. 21

30




Observasi merupakan pengumpulan data, penulis lakukan dengan
mengamati fenomena hukum yang berada masyarakat di wilayah
hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis memberikan

pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada
responden sebagai yang mewakili populasi ng berkaitan dengan
masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan
dengan cara bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai
terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan
masalah yang dibahas.
6. Analisis Data
Penelitian bidang hukum dengan mengunakan cara kualitatif sesuai
data-data yang dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara
membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau
dengan peraturan perundang-undangan dasari yuridis dalam pokok masalah

serta penarikan kesimpulan dengan cara deduktif ialah ke hal-hal yang

umum menjadi hal-hal yang khusus.’®

8 Ibid.
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AB]I
TINJAUAN UMUM
A. Teori Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Istilah restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu konsep
penyelesaian perkara pidana ng berorientasi pada pemulihan kembali
hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terganggu akibat
terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan da
pemberian sanksi kepada pelaku sebagaimana dianut dalam sistem peradilan
pidana konvensional, tetapi lebih mengutamakan penyelesaian yang mampu
memulihkan kerugian korban, menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku, serta
mengembalikan keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan
demikian, keadilan restoratif memandang tindak pidana bukan semata-mata
sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan juga sebagai perbuatan yang
menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat sehingga
penyelesaiannya memerlukan keterlibatan seluruh pihak yang terdampak.’

Howard Zehr menjelaskan bahwa esmmrfve Jjustice merupakan suatu
proses yang melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap
suatu tindak pidana untuk bersama-sama mengidentifikasi kerugian yang
ditimbulkan, menentukan kebutuhan masing-masing pihak, serta mencari
penyelesaian yang dapatmperbaiki keadaan sebagaimana sebelum terjadinya

5

tindak pidana. Dalam konsep ini, korban diberikan ruang untuk menyampaikan

dampak yang dialaminya, sementara pelaku didorong untuk mengakui

™ Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Herald Press, Scottdale,
Pennsylvania, 1990, hlm. 181.
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kesalahan serta bertanggung jawab secara langsung terhadap akibat yang

ditimbulkan dari perbuatannya.®’

Sejalan dengan pendapat tersebut, ony F. Marshall mengemukakan bahwa
restorative justice merupakan suatu proses yang mempertemukan seluruh pihak
yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama
menyelesaikan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut serta
menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan demi masa depan para
pihak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa nyelesajan perkara pidana tidak
hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga diarahkan pada terciptanya
perdamaian dan hubungan sosial yang harmonis antara korban, pelaku, dan
masyarakat.¥!

Menurut Van Ness dan Karen Heetderks Strong, keadilan restoratif
merupakan teori penyelesaian tindak pidana yang menekankan pentingnya
pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban melalui keterlibatan aktif
pelaku, korban, keluarga, maupun asyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan
penerapan restorative justice tidak hanya diukur dari dijatuhkannya sanksi
pidana, melainkan dari tercapainya kesepakatan yang mampu memulihkan
keadaan para pihak secara adil dan seimbang 3>

Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, konsep restorative

justice memperoleh pengakuan melalui berbagai regulasi yang mengatur

mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal. Salah

® Howard Zehr, The Lirtle Book of Restorative Justice, Good Books, Intercourse, Pennsylvania,
2002, hlm. 37.

81 Tony F. Marshall, Restorative Justice: An Overview, Home Office Research Development and
StatigaBs Directorate, London, 1999, hlm. 5.

£ Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, Restoring Justice: An Introduction to
Restorative Justice, Fifth Edition, Routledge, New York, 2015, hlm. 43.
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satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan

perkara pidana tertentu melalui pendekatan keadilan restoratif dengan tetap
memperhatikan syarat materiil dan syarat formil sebagaimana ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Kejaksaan Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif juga mempertegas bahwa penyelesaian perkara pidana
melalui pendekatan restoratif harus mengutamakan kepentingan korban,
tanggung jawab pelaku, serta terciptanya perdamaian yang disepakati secara

sukarela oleh para pihak.*’

1
Secara filosofis, restorative justice didasarkan pada pemikiran bahwa

kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan terhadap
hubungan sosial sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan

menjatuhkan pidana kepada pelaku. Sebaliknya, penyelesaian harus diarahkan
pada upaya memperbaiki kerugian yang dialami korban, memulihkan hubungan

antara para pihak, serta menciptakan kembali keseimbangan dalam kehidupan

masyarakat. Pendekatan ini juga menempatkan korban sebagai subjek yang

memiliki hak untuk memperoleh pemulihan, bukan sekadar sebagai alat

pembuktian dalam proses peradilan pidana ®*

Restorative justice merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara

pidana yang mengutamakan musyawarah, perdamaian, serta pemulihan

% Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahlﬂ202] tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¥ Gerry Johnstone, Restorative Justice: Ideas, Values, Debates, Second Edition, Routledge,
London, 2011, hlm. 12-15.
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1
kerugian korban melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, keluarga, dan

masyarakat. Esensi utama dari pendekatan ini bukanlah menjatuhkan
pembalasan kepada pelaku, melainkan mengembalikan hubungan yang
terganggu akibat tindak pidana sehingga tercipta keadilan yang memberikan
manfaat bagi seluruh pihak. Dalam konteks penelitian ini, penerapan restorative
Jjustice menjadi penting untuk dikaji karena tindak pidana penadahan pada
kondisi tertentu memiliki peluang untuk diselesaikan elalui mekanisme
tersebut sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam
ketentuan hukum yang berlaku.
2. Sejarah Restorative Justice

Konsep restorative justice bukanlah suatu gagasan baru dalam
perkembangan ilmu hukum pidana. Sebelum sistem peradilan pidana modern
berkembang, berbagai masyarakat tradisional di berbagai belahan dunia telah
mengenal mekanisme nyelcsaian sengketa yang lebih mengutamakan
musyawarah, perdamaian, serta pemulihan hubungan sosial dibandingkan
dengan pemberian hukuman kepada pelaku. Dalam masyarakat adat,
penyelesaian suatu tindak pidana dilakukan melalui pertemuan antara pelaku,
rban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat untuk mencapai
kesepakatan yang dapat mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan
Oleh karena itu, konsep restorative justice pada hakikatnya

merupakan pengembangan dari nilai-nilai hukum yang telah lama hidup dalam

bersama.®

masyarakat.%®

% Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016,

him(§§o.

¥ John Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration, Cambridge University Press, Cambridge,
1989, hlm. 55.
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Secara akademis, perkembangan restorative justice mulai memperoleh
perhatian pada dekade 1970-an sebagai bentuk kritik terhadap sistem peradilan
pidana konvensional yang dianggap terlalu menitikberatkan pada penghukuman
(retributive justice). Sistem tersebut dinilai belum mampu memberikan
kepuasan kepada korban karena fokus utamanya hanya menentukan kesalahan
pelaku dan menjatuhkan pidana, sedangkan kerugian korban sering kali tidak
dipulihkan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya pemikiran baru yang

menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perhatian dalam

proses penyelesaian perkara pidana.®’

Salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan restorative justice

adalah pelaksanaan Victim-Offender Reconciliation Program (VORP) di
Kitchener, Ontario, Kanada pada tahun 1974. Program ini mempertemukan

pelaku dan korban dalam suatu forum mediasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga

untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku
terhadap kerugian yang dialami korban. Keberhasilan program tersebut

kemudian menjadi inspirasi bagi berbagai negara dalam mengembangkan
mekanisme penyelesaian perkara pidana yang lebih mengedepankan dialog,

perdamaian, dan pemulihan daripada penghukuman semata.?

Perkembangan restorative justice semakin pesat setelah Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan perhatian terhadap konsep tersebut melalui
berbagai kongres ngenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap
pelaku tindak pidana. Puncaknya, pada tahun 2002, Dewan Ekonomi dan Sosial

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Economic and Social

¥ Kathleen Daly, "Restorative Justice: The Real Story," Punishment and Society, Volume 4, Nomor
1, Tahun 2002, hlm. 58.
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Council/ECOSOC) mengeluarkan Basic Principles on the Use of Restorative
Justice Programmes in Criminal Matters, yang mendorong negara-negara
anggota untuk mengembangkan penyelesaian perkara pidana berdasarkan
prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dokumen tersebut menjadi salah satu
landasan internasional dalam penerapan restorative justice di berbagai sistem
hukum dunia ®®

Di Indonesia, nilai-nilai restorative justice sebenarnya telah lama dikenal
dalam praktik hukum adat yang berkembang di berbagai daerah. Berbagai
komunitas adat menyelesaikan perkara melalui mekanisme usyawarah dengan
melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, serta keluarga masing-masing pihak.
Penyelesaian tersebut bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan
menjaga keharmonisan masyarakat. lai-nilai tersebut kemudian diadopsi
dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional sebagai salah satu alternatif
penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada keadilan substantif
dibandingkan sekadar penjatuhan pidana.®’

enerapan restorative justice dalam sistem hukum positif Indonesia
semakin memperoleh dasar hukum yang kuat melalui berbagai peraturan
perundang-undangan. Pengaturan awal dapat ditemukan am Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
memperkenalkan mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak

melalui pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, konsep tersebut

dikembangkan dalam lingkungan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan

I
8 Mark S. gnbrcit, Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation,
Crinff! Justice Press, Monsey, New York, 1994, hlm. 3-8.
% Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Jakarta, 2009, hlm. 17-21.
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Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian diperkuat dalam lingkungan
Kepolisian melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa
restorative justice telah menjadi bagian penting dalam reformasi sistem
peradilan pidana di Indonesia ”"

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam
penegakan hukum pidana, yaitu dari pendekatan yang semata-mata berorientasi
pada pembalasan (retributive justice) menuju pendekatan yang lebih
menekankan pada pemulihan kerugian, penyelesaian konflik, serta terciptanya

7
perdamaian antara pelaku dan korban. Dengan demikian, restorative justice
tidak hanya dipandang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi
juga sebagai instrumen untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih
humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat Indonesia.
3. Tujuan Restorative Justice

Pada dasarnya, restorative justice bertujuan untuk menciptakan
penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemberian
hukuman kepada pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan terhadap

kerugian yang dialami korban serta mengembalikan keseimbangan hubungan

sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini

* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
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memandang bahwa penyelesaian suatu perkara pidana akan lebih efektif apabila
melibatkan seluruh ak yang berkepentingan, yaitu pelaku, korban, keluarga
kedua belah pihak, dan masyarakat, sehingga penyelesaian yang dicapai dapat
memberikan manfaat secara menyeluruh.

Salah satu tujuan utama restorative justice adalah memberikan kesempatan

kepada korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

alam sistem peradilan pidana konvensional, korban sering kali hanya berperan
sebagai saksi yang membantu proses pembuktian, sedangkan kepentingannya
untuk memperoleh ganti rugi maupun pemulihan psikologis kurang
mendapatkan perhatian. Melalui pendekatan restorative justice, rban
diberikan ruang untuk menyampaikan dampak yang dirasakan akibat tindak
pidana serta ikut menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Dengan
demikian, korban tidak lagi diposisikan sebagai objek m proses peradilan,
melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan
dan pemulihan.

Selain memberikan perlindungan kepada korban, restorative justice juga
bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku terhadap akibat dari
perbuatan yang telah dilakukannya.”' Pelaku didorong tuk mengakui
kesalahannya, meminta maaf kepada korban, serta memperbaiki kerugian yang
ditimbulkan melalui bentuk pertanggungjawaban yang disepakati bersama. Cara

demikian diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri

pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari. Dengan

! Tolib Effendi, Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indenesia, Setara
Press, Malang, 2015, hlm. 123.
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adanya kesadaran tersebut, tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif,
tetapi juga bersifat edukatif dan rehabilitatif.

Di samping itu, restorative justice bertujuan mengembalikan hubungan baik
antara pelaku, korban,danasyarakat. Tindak pidana tidak hanya menimbulkan
kerugian materiil, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dalam lingkungan
syarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui musyawarah dan
perdamaian diharapkan mampu menghilangkan konflik yang berkepanjangan
serta menciptakan kembali kehidupan masyarakat yang harmonis.
Keharmonisan tersebut merupakan salah satu indikator bahwa proses
penyelesaian perkara telah menghasilkan keadilan yang dapat diterima oleh
seluruh pihak.”?

Tujuan berikutnya adalah mengurangi penggunaan pidana penjara sebagai
satu-satunya bentuk penyelesaian perkara pidana. Pidana penjara sering kali
belum mampu memberikan efek pemulihan terhadap korban maupun pelaku,
bahkan dalam beberapa keadaan dapat menimbulkan dampak negatif berupa
kepadatan lembaga pemasyarakatan dan meningkatnya risiko residivisme. Oleh
karena itu, smrarfve Justice hadir sebagai alternatif penyelesaian yang lebih
mengedepankan dialog, perdamaian, dan penyelesaian yang memberikan
manfaat bagi semua pihak tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

lam konteks penegakan hukum di Indonesia, tujuan restorative justice
juga diarahkan ntuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang sederhana,

cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana prinsip penyelenggaraan peradilan yang

efektif. Penyelesaian perkara melalui pendekatan ini diharapkan mampu

2 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm.
98.
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mengurangi penumpukan perkara pada setiap tahapan proses peradilan,

sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak

hukum karena penyelesaian yang dilakukan lebih mengutamakan nilai

kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum secara seimbang. Dengan

demikian, restorative justice bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian
perkara pidana, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pembaruan sistem

peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian konflik

secara damai.”

1
4. Prinsip-Prinsip Restorative Justice

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana

3
didasarkan pada sejumlah prinsip yang menjadi pedoman bagi aparat penegak

hukum maupun para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara.
Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar agar penyelesaian perkara ak hanya
memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan rasa keadilan
dan kemanfaatan bagi pelaku, korban, serta masyarakat. Berbeda dengan sistem
peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman,
restorative justice lebih engedepankan penyelesaian yang bersifat partisipatif,
dialogis, dan berorientasi pada pemulihan keadaan semula.

7
a. Prinsip Pemulihan (Restoration)

Prinsip utama dalam restorative justice adalah pemulihan terhadap kerugian
yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemulihan tersebut tidak hanya

mencakup kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil seperti

penderitaan psikologis, hilangnya rasa aman, maupun terganggunya

% Tony F. Marshall, Restorative Justice: An Overview, Home Office Research Development and
Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 12-18.
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hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu,
penyelesaian perkara diarahkan agar pelaku bertanggung jawab memperbaiki
kerugian yang telah ditimbulkannya melalui kesepakatan yang dicapai
bersama dengan korban. Pemulihan menjadi tujuan utama karena suatu
tindak pidana dipandang sebagai perbuatan yang merusak hubungan
antarindividu am masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian perkara
melalui restorative justice tidak berhenti pada pemberian sanksi pidana,
melainkan berupaya mengembalikan keadaan sedekat mungkin dengan
kondisi sebelum terjadinya tindak pidana.

b. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku (Offender Responsibility)

Prinsip berikutnya adalah tanggung jawab pelaku terhadap ibat dari tindak
pidana yang telah dilakukan.”* Dalam pendekatan restorative justice, pelaku
tidak hanya diwajibkan menjalani proses hukum, tetapi juga didorong tuk
mengakui kesalahannya secara sukarela, meminta maaf kepada korban, serta
memenuhi  kewajiban yang telah  disepakati sebagai  bentuk
pertanggungjawaban. Prinsip ini bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum
dalam diri pelaku sehingga ia memahami dampak yang ditimbulkan oleh
perbuatannya terhadap korban maupun masyarakat. Dengan adanya
kesadaran tersebut diharapkan pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang
sama di masa yang akan datang. Tanggung jawab yang diberikan bukan
semata-mata sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk pembelajaran agar

pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

c. Prinsip Partisipasi Para Pihak (Participation)

* Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 157.
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Prinsip partisipasi menghendaki adanya keterlibatan aktif seluruh pihak yang
berkepentingan dalam penyelesaian perkara pidana. Pihak-pihak tersebut
meliputi pelaku, korban, keluarga masing-masing piha](,oh masyarakat,
maupun aparat penegak hukum yang berperan sebagai fasilitator. Setiap
ak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat,
harapan, serta bentuk penyelesaian yang dianggap paling adil. Melalui
keterlibatan seluruh pihak tersebut, penyelesaian perkara tidak lagi bersifat
sepihak, melainkan merupakan hasil musyawarah bersama yang didasarkan
pada kesepakatan sukarela. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan
lebih mudah diterima oleh para pihak karena mereka turut berperan dalam
proses pembentukannya.

d. Prinsip Musyawarah dan Kesepakatan

Musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan
restorative justice.” Seluruh proses penyelesaian perkara dilakukan melalui
dialog yang terbuka, jujur, dan saling menghormati sehingga tercapai
kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kesepakatan tersebut lahir

3
atas dasar kehendak bebas tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan

dari pihak mana pun. Prinsip musyawarah ncerminkan nilai-nilai yang
hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu penyelesaian kontlik melalui
mufakat dan kekeluargaan. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice
dinilai selaras dengan budaya hukum Indonesia yang mengutamakan

perdamaian dibandingkan dengan penyelesaian secara konfrontatif.

e. Prinsip Reintegrasi Sosial

% Agus Raharjo, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pidana, Genta Publishing, Yogyakarta,
2017, hlm. 71.
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Prinsip reintegrasi sosial bertujuan mengembalikan pelaku maupun korban
ke dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya stigma atau diskriminasi.
Setelah proses perdamaian selesai dilaksanakan, pelaku diharapkan dapat
diterima kembali sebagai anggota masyarakat yang memiliki kesempatan
untuk memperbaiki diri, sedangkan korban memperoleh kembali rasa aman
dan kepercayaan dalam menjalani kehidupan sosialnya. Reintegrasi menjadi
nting karena keberhasilan restorative justice tidak hanya diukur dari
tercapainya perdamaian, tetapi juga dari kemampuan para pihak untuk
melanjutkan kehidupan bermasyarakat secara harmonis. Dengan demikian,
penyelesaian perkara pidana tidak menimbulkan konflik berkepanjangan
yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Prinsip-prinsip restorative justice saling berkaitan satu sama lain dalam
mewujudkan nyelesajan perkara pidana yang berorientasi pada keadilan
substantif.”® Pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, partisipasi
seluruh pihak,syawarah untuk mencapai kesepakatan, serta reintegrasi sosial
merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan restorative
Jjustice. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka

penyelesaian perkara pidana tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi

1
juga menciptakan keadilan yang lebih manusiawi, seimbang, dan bermanfaat

bagi seluruh pihak yang terlibat.”’

5. Dasar Hukum Restorative Justice di Indonesia

Penerapan restorative justice di Indonesia tidak lagi hanya dipahami

sebagai konsep atau pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana, tetapi telah

% Leden Marpaung, A{§gTeori-Prakiik Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 214.
" Theo Gavrielides, Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy,
Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI), 2007, hlm. 42-53.
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memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan.
hadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam
sistem peradilan pidana nasional yang semula lebih berorientasi pada
penghukuman (retributive justice) menjadi pendekatan yang lebih
mengutamakan pemulihan, perdamaian, dan penyelesaian konflik secara adil.
Oleh karena itu, pelaksanaan smmrive Justice oleh aparat penegak hukum
harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar tetap
enjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang
terlibat.

Salah satu dasar hukum yang memberikan pengakuan terhadap konsep
restorative justice adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memperkenalkan
mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak yang berhadapan
dengan hukum elalui musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua, korban,
pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Walaupun pengaturannya secara khusus ditujukan bagi anak, undang-undang
tersebut menjadi tonggak awal berkembangnya nsep restorative justice dalam
sistem hukum pidana Indonesia dan menjadi dasar lahirnya berbagai kebijakan
serupa pada lembaga penegak hukum lainnya.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan diterbitkannya Peraturan
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan
kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara
pidana tertentu apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti

adanya perdamaian antara korban dan pelaku, pelaku baru pertama kali

45




melakukan tindak pidana, serta tindak pidana yang dilakukan memenubhi kriteria
sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Pengaturan ini nunjukkan
bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir pada proses
persidangan apabila tujuan keadilan telah tercapai melalui kesepakatan para
pihak.

Dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dasar hukum
pelaksanaan restorative justice diatur secara khusus melalui Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*® Peraturan ini
menjadi pedoman bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana melalui
pendekatan keadilan restoratif dengan tetap memperhatikan syarat materiil dan
syarat formil yang telah ditentukan. Selain itu, penyelesaian perkara harus
dilaksanakan secara sukarela, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, serta
tetap mperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Peraturan Kepolisian tersebut juga menegaskan bahwa penerapan
restorative justice hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana tertentu yang
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-
undangan. Penyidik wajib memastikan adanya kesepakatan perdamaian yang
dibuat tanpa adanya tekanan maupun paksaan, serta memastikan bahwa
penyelesaian perkara tersebut dak menimbulkan keresahan di tengah

masyarakat. Dengan demikian, kewenangan penyidik dalam menerapkan

restorative justice bukan merupakan kewenangan yang bersifat mutlak,

% Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 214.
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melainkan harus dilaksanakan secara hati-hati berdasarkan ketentuan hukum
yang berlaku.

Selain ketentuan tersebut, penerapan restorative justice juga memperoleh
dukungan melalui urat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam
Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran i menjadi pedoman awal bagi
jajaran Kepolisian dalam mengedepankan penyelesaian perkara pidana melalui
pendekatan yang lebih humanis sebelum kemudian disempurnakan melalui
Peraturan Kepolisian rnor 8 Tahun 2021. Kehadiran berbagai regulasi
tersebut menunjukkan adanya komitmen aparat penegak hukum untuk
mengembangkan sistem penyelesaian perkara yang lebih mengutamakan
keadilan substantif daripada sekadar penerapan sanksi pidana.”

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa mmn’ve
justice telah menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana Indonesia.
Pengaturannya tidak hanya memberikan dasar hukum gi aparat penegak
hukum dalam menyelesaikan perkara pidana melalui perdamaian, tetapi juga
memberikan kepastian mengenai syarat, prosedur, dan batasan penerapannya.
Oleh karena itu, pelaksanaan restorative justice harus tetap memperhatikan
prinsipepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga tujuan penegakan
hukum dapat tercapai secara optimal, termasuk dalam penyelesaian tindak

pidana penadahan yang menjadi objek penelitian ini.'™

6. Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan

® Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm.
42,

190 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan
Pendekatan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Jakarta, 2009, him. 89-102.
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Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pada
dasarnya merupakan bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana yang
bertujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, efektif, dan
berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini tidak hanya diterapkan terhadap

perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga telah

berkembang pada penyelesaian perkara pidana umum tertentu, termasuk ndak
pidana penadahan. Namun demikian, penerapan restorative justice terhadap
tindak pidana penadahandak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan serta mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku,dan
masyarakat.

indak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan
menerima, membeli, menjual, menyimpan, menggadaikan, menyewakan,
mengangkut, atau memperoleh keuntungan dari suatu barang yang diketahui
atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Perbuatan tersebut termasuk
kejahatan terhadap harta benda karena rkajtan dengan pemanfaatan barang
yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Meskipun demikian, dalam praktik
penegakan hukum tidak seluruh perkara penadahan harus diselesaikan melalui
proses persidangan apabila telah terpenuhi syarat untuk dilakukan penyelesaian

berdasarkan pendekatan restorative justice "'

Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan bertujuan

untuk memberikan penyelesaian yang lebih mengutamakan pemulihan daripada

101 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan
Pendekatan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 126.
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pembalasan. Dalam perkara penadahan, pemulihan dapat diwujudkan melalui
pengembalian barang kepada pemilik yang sah, pemberian ganti kerugian
apabila barang tidak dapat dikembalikan, adanya permintaan maaft dari pelaku
kepada korban, serta tercapainya kesepakatan perdamaian yang dilakukan
secara sukarela. Dengan adanya penyelesaian tersebut diharapkan hubungan
ara pelaku dan korban dapat kembali harmonis tanpa harus melalui proses
peradilan yang panjang,ama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan
rasa keadilan masyarakat.

Dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerapan
restorative justice terhadap tindak pidana penadahan harus berpedoman pada
raturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8§ Tahun 2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut
memberikan ruang bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu
melalui mekanisme perdamaian dengan tetap memperhatikan syarat materiil dan
syarat formil yang telah ditentukan. Penyidik memiliki kewajiban untuk
memastikan bahwa penyelesaian perkara nar-benar dilakukan atas dasar
kesepakatan para pihak, tanpa adanya tekanan maupun paksaan, serta tidak
menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, tidak semua perkara penadahan dapat diselesaikan
melalui restorative justice. Penyidik terlebih dahulu harus menilai karakteristik
perkara, tingkat kesalahan pelaku, besarnya kerugian yang ditimbulkan, serta
akibat yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat. Apabila tindak
pidana tersebut menimbulkan dampak yang luas, dilakukan secara berulang,
melibatkan jaringan kejahatan, atau mengandung kepentingan publik yang

besar, maka penyelesaian melalui restorative justice pada umumnya tidak dapat
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181.

diterapkan karena bertentangan dengan tujuan penegakan hukum dan
perlindungan kepentingan masyarakat.'??

Selain mempertimbangkan karakteristik perkara, penyidik juga harus
memperhatikan adanya itikad baik dari pelaku. Itikad baik tersebut dapat
diwujudkan melalui pengakuan terhadap perbuatan yang dilakukan, kesediaan
bertanggung jawab atas kerugian korban, erta komitmen untuk tidak
mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Sebaliknya, apabila pelaku tidak
mengakui perbuatannya, menolak bertanggung jawab, atau tidak menunjukkan
sikap kooperatif selama proses penyidikan, maka penyelesaian melalui
restorative justice menjadi sulit untuk dilaksanakan karena tidak memenuhi
esensi keadilan restoratif yang mengedepankan kesadaran dan tanggung jawab
pelaku.

Di sisi lain, persetujuan dari korban juga merupakan unsur yang sangat
menentukan dalam penerapan restorative justice. Korban harus diberikan
kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai bentuk penyelesaian
yang diinginkan, termasuk mengenai penggantian kerugian maupun bentuk
pertanggungjawaban  pelaku. Kesepakatan perdamaian hanya dapat
dilaksanakan apabila korban memberikan setujuan secara sukarela tanpa
adanya intimidasi ataupun tekanan dari pihak mana pun. Dengan demikian,
perlindungan terhadap hak-hak korban tetap menjadi prioritas dalam penerapan
restorative justice.

Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, penyidik dapat memfasilitasi

proses musyawarah antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan

Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia Publishing, Malang, 2016, hlm.
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penyelesaian perkara. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam berita
acara atau dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai
dasar penghentian proses penyidikan berdasarkan mekanisme keadilan
restoratif. Proses tersebut menunjukkan bahwa nyelesaian perkara pidana
melalui restorative justice tetap dilaksanakan dalam koridor hukum positif dan
bukan semata-mata berdasarkan kesepakatan informal para pihak.'*?
enerapan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan merupakan
salah satu bentuk pembaruan sistem peradilan pidana yang mengutamakan
keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan
ini memberikan kesempatan kepada rban untuk memperoleh pemulihan,
mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, serta menciptakan
penyelesaian perkara yang lebih efektif dan humanis. Akan tetapi, penerapannya

harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,
karakteristik tindak pidana, serta kepentingan masyarakat secara luas agar tujuan

penegakan hukum tetap dapat tercapai secara optimal .'**

B. TeoriPenegakan Hukum
la. Pengertian Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam
penyelenggaraan negara hukum yang bertujuan mewujudkan ketertiban,
keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
29

Suatu aturan hukum tidak akan memberikan manfaat apabila tidak disertai

dengan pelaksanaan yang konsisten oleh aparat penegak hukum maupun

1 Binudd'm Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 105.
1% Tony F. Marshall, Restorative Justice: An Overview, Home Office Research Development and
Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 18.
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masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai

penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai proses
mewujudkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam hukum melalui
tindakan nyata.

Secara konseptual, penegakan hukum merupakan proses untuk menjadikan

norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Proses tersebut melibatkan berbagai lembaga

penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga

Pemasyarakatan, yang masing-masing mempunyai kewenangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kerja sama antar lembaga

26
tersebut diharapkan tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan

dapat diwujudkan secara seimbang.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum

yang dimaksud adalah gagasan, nilai, dan tujuan yang terkandung dalam

peraturan perundang-undangan sehingga hukum tidak berhenti sebagai norma

21
tertulis, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan demikian, eberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari
banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana hukum
mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.!'%

Penegakan hukum juga dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan

untuk menjamin ditaatinya ketentuan hukum oleh setiap orang. Dalam

pelaksanaannya, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut menerapkan

1
105 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru,
Bandung, 1983, him. 24.
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hukum secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan

substantif. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara
profesional, objektif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi
manusia agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan  dalam
pelaksanaannya.

Pnegakan hukum bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan
masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana. Namun demikian,
perkembangan hukum pidana modern nunjukkan bahwa keberhasilan
penegakan hukum tidak selalu diukur melalui pemidanaan terhadap pelaku.
Dalam keadaan tertentu, nyelesaian perkara melalui pendekatan restorative
justice juga merupakan bagian dari penegakan hukum karena dilakukan
berdasarkan kewenangan g diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, penegakan hukum ak lagi dipandang semata-mata sebagai
proses penghukuman, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan melalui
nyclesajan perkara yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada
pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

negakan hukum merupakan proses pelaksanaan norma hukum yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat guna mewujudkan
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam penelitian ini, penegakan
hukum dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan Kepolisian Resor Indragiri
Hilir dalam menangani tindak pidana penadahan, termasuk penerapan
stomrfve Jjustice sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara yang

diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Tujuan Penegakan Hukum
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Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam

mewujudkan tujuan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tidak hanya

berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi
juga menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan
terhadap hak-hak warga negara, serta menjamin terlaksananya keadilan. Oleh

karena itu, penegakan hukum harus diarahkan pada tercapainya tujuan hukum
secara menyeluruh, yaitu kepastian hukum (rechissicherheit), keadilan
(gerechtigkeit), dan kemanfaatan (zweckmassigkeit).'""®

1
Pada hakikatnya, tujuan penegakan hukum adalah memastikan bahwa setiap

ketentuan hukum yang telah ditetapkan pat diterapkan secara efektif dalam
kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum bukan hanya bertujuan
memberikan sanksi kepada setiap pelanggar hukum, melainkan juga
menciptakan rasa aman, menjaga ketertiban umum, serta memberikan
perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak
hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (social control), tetapi juga
sebagai sarana pembaharuan masyarakat (social engineering).

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, aparat penegak hukum dituntut untuk
menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav
Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai
sebut harus berjalan secara seimbang karena penegakan hukum yang hanya
mengutamakan salah satu nilai berpotensi mengabaikan nilai lainnya. Sebagai

contoh, penerapan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum tanpa

106 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 93
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mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dapat menimbulkan

ketidakpuasan dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat
penegak hukum. Sebaliknya, penegakan hukum yang hanya berorientasi pada

keadilan tanpa memperhatikan kepastian hukum dapat menimbulkan
ketidakpastian dalam penerapan hukum.

Tujuan penegakan hukum juga diarahkan untuk memberikan perlindungan
.
terhadap korban tindak pidana, memberikan efek jera kepada pelaku, serta

mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Namun demikian,

perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa tujuan tersebut tidak

107

selalu harus diwujudkan melalui pemidanaan."”” Dalam perkara tertentu,

penyelesaian melalui pendekatan restorative justice justru dinilai lebih mampu
memenuhi tujuan penegakan hukum karena memberikan ruang bagi korban

untuk memperoleh pemulihan, mendorong pelaku bertanggung jawab atas

perbuatannya, serta memulibkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak

pidana.'"

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyatakan:
"PenanganafffTindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan

berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai
upaya terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan."

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara

pidana melalui restorative justice merupakan bagian dari tujuan penegakan

1

107 Dian Eka Rahmawati, "Implementasi gcstorati ve Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana",
Jurnal Ius Constimennn, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 268.

198 Rika Saraswati, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Veritas
et Justitia, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 97.
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hukum yang tidak hanya mengejar penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga

mengutamakan tercapainya keadilan yang memberikan manfaat bagi seluruh

pihak yang terlibat.
Selain itu, Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2021 menyatakan bahwa:

"Penanganan Tindak Pidana berdas@pfgn Keadilan Restoratif bertujuan untuk
mewujudkan penyelesaian perkara yang berkeadilan, memberikan kepastian
hukum, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum dalam

perspektif restorative justice selaras dengan tujuan hukum secara umum, yaitu
menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan

kemantfaatan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya

berorientasi pada penyelesaian perkara melalui jalur litigasi, tetapi juga
mempertimbangkan mekanisme penyelesaian yang lebih efektif sepanjang

diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

1
Tujuan penegakan hukum tidak hanya untuk menghukum pelaku tindak

pidana, tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, melindungi hak-
hak korban, memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan, serta

memberikan kemanfaatan bagi seluruh pihak. Dalam penelitian ini, tujuan

3
tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan restorative justice terhadap tindak

pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir yang diharapkan mampu

menghasilkan penyelesaian perkara secara adil, cepat, dan memberikan manfaat

bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.'”

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2012, hlm. 89-96.
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Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan

peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor
yang saling berkaitan satu sama lain. Penegakan hukum erupakan suatu sistem
yang melibatkan norma hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung,
masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial.
pabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tujuan
penegakan hukum akan sulit tercapai secara optimal.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum,
faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima
faktor tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan berhasil atau tidaknya
suatu proses penegakan hukum. Dalam penelitian engenai pelaksanaan
restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor
Indragiri Hilir, ri ini sangat relevan karena dapat digunakan untuk
menganalisis berbagai ambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam
menerapkan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.! '

a. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Faktor hukum merupakan faktor yang berkaitan dengan kualitas substansi

hukum atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam

penyelenggaraan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan yang

baik harus memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

sehingga dapat memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum

maupun masyarakat.

1% Sperjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8-10.
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Dalam konteks penerapan restorative justice, keberadaan berbagai peraturan
perundang-undangan memberikan landasan hukum bagi aparat penegak

hukum untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan perdamaian.
Salah satu regulasi yang menjadi dasar utama adalah Peraturan Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan
Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 3, yang berbunyi:

"Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan

dengan memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku,
penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan

masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum."
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan restorative justice tidak

hanya berpedoman pada aspek normatif semata, tetapi juga memperhatikan

nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kualitas
peraturan perundang-undangan menjadi faktor penting dalam menentukan

keberhasilan pelaksanaan restorative justice.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum
Aparat penegak hukum merupakan unsur yang memiliki peran sentral dalam
proses penegakan hukum. Sebaik apa pun suatu peraturan perundang-

undangan disusun, apabila tidak didukung oleh aparat yang profesional,
berintegritas, dan memiliki pemahaman yang baik terhadap hukum, ka
tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai secara optimal.

Dalam penelitian ini, aparat penegak hukum yang dimaksud adalah penyidik

Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Penyidik memiliki kewenangan untuk

menentukan apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan
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melalui pendekatan restorative justice. Oleh karena itu, kemampuan
penyidik dalam memahami ketentuan hukum, melakukan mediasi,
membangun komunikasi dengan para pihak, serta menjaga netralitas menjadi
faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyelesaian perkara melalui
mekanisme tersebut.'!!

Selain kompetensi, integritas aparat penegak hukum juga menjadi faktor
yang tidak kalah penting. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara
profesional, objektif, transparan, serta bebas dari segala bentuk intervensi
maupun penyalahgunaan kewenangan agar kepercayaan masyarakat
terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat berpengaruh
terhadap efektivitas penegakan hukum. Sarana tersebut meliputi ketersediaan
sumber daya manusia, anggaran, fasilitas kantor, teknologi informasi, ruang
mediasi, serta berbagai perlengkapan lain yang menunjang pelaksanaan tugas
aparat penegak hukum.

Dalam pelaksanaan restorative justice, penyidik memerlukan fasilitas yang
memadai agar proses mediasi dapat berlangsung secara nyaman, aman, dan
kondusif. Selain itu, dukungan administrasi, dokumentasi, serta sistem
pencatatan perkara juga diperlukan agar setiap tahapan penyelesaian perkara

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1
Keterbatasan sarana dan prasarana dapat menjadi salah satu hambatan dalam

penerapan restorative justice, terutama apabila jumlah personel tidak

"' Agus Surono, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice", Jurnal
Rechts Vinding, Vol. 10, No. 3,2021, hlm. 432.
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sebanding dengan beban perkara yang harus ditangani atau belum tersedia
fasilitas khusus untuk pelaksanaan mediasi.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan

keberhasilan penegakan hukum.''”

Hukum pada dasarnya dibuat untuk
mengatur kehidupan masyarakat, sehingga keberhasilan penegakan hukum
sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.
Dalam penerapan restorative justice, masyarakat memiliki peran penting
karena penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan
korban, pelaku, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Apabila masyarakat
memiliki pemahaman yang baik mengenai tujuan restorative justice, maka
proses penyelesaian perkara akan lebih mudah dilaksanakan. Sebaliknya,
apabila masyarakat masih beranggapan bahwa setiap tindak pidana harus
selalu diselesaikan melalui pemidanaan, maka penerapan restorative justice
sering kali mengalami hambatan akibat kurangnya dukungan dari lingkungan
sekitar.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga berpengaruh terhadap
keberhasilan pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai.
Kesepakatan tersebut hanya akan berjalan dengan baik apabila seluruh pihak
memiliki komitmen untuk melaksanakan isi kesepakatan secara sukarela.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang

berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai budaya yang hidup

"2 yati Nurhayati, "Implementasi Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8
Tahun 2021", Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 188.
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dalam masyarakat akan memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap
hukum serta cara menyelesaikan suatu konflik.'"
Bangsa Indonesia memiliki budaya musyawarah, kekeluargaan, dan gotong
royong yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat. ai-
nilai tersebut pada dasarnya sejalan dengan konsep restorative justice yang
mengutamakan penyelesaian perkara melalui dialog, perdamaian, dan
pemulihan hubungan sosial. leh karena itu, penerapan restorative justice di
Indonesia memiliki landasan sosiologis yang kuat karena sesuai dengan
budaya hukum masyarakat Indonesia.
Namun demikian, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks juga
menimbulkan tantangan tersendiri am penerapan restorative justice.
Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai
penyelesaian perkara melalui perdamaian. Dalam beberapa kasus, masih
terdapat anggapan ahwa pelaku tindak pidana harus selalu dijatuhi hukuman
penjara agar memberikan efek jera. Perbedaan cara pandang tersebut menjadi
salah satu tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan
restorative justice secara optimal.
Keberhasilan penegakan hukum merupakan hasil dari keterpaduan antara
kualitas peraturan perundang-undangan, fesionalisme aparat penegak
hukum, tersedianya sarana dan prasarana, tingkat kesadaran hukum masyarakat,

serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial.''* Kelima faktor

tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator penting dalam menilai

1

115 Dewa Gede Sudika Mangku, "Kebijakan Hukum gdana dalam Penerapan Restorative Justice",
Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 8, No. 1, 20n hlm. 46.

114 Muhammad Rustamaji, "Paradigma Baru Penegakan Hukum melalui Restorative Justice", Jurnal
Mimbar Hukum, Vol. 33, No. 2, 2021, hlm. 233.
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3
efektivitas pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di

Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Faktor-faktor tersebut juga akan menjadi
landasan analisis dalam mengidentifikasi hambatan maupun upaya yang
dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan restorative justice pada Bab IV
penelitian ini.
53

4. Penegakan Hukum oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Melalui Restorative Justice

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu subsistem
dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang mempunyai

kedudukan strategis dalam proses penegakan hukum.''> Sebagai aparat penegak
hukum yang berada pada tahapan awal proses peradilan pidana, Kepolisian
75

memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan,
penyidikan, serta mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk mewujudkan
ketertiban dan kepastian hukum. Seiring berkembangnya paradigma penegakan
hukum yang lebih mengedepankan keadilan substantif, Kepolisian juga
berikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui
pendekatan restorative justice suai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kedudukan Kepolisian sebagai alat negara diatur dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam

Pasal 2 ditegaskan bahwa:

5 Agus Surono, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice", Jurnal
Rechts Vinding, Vol. 10, No. 3,2021, hlm. 432.
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31
"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan hukum
merupakan salah satu fungsi utama Kepolisian. Akan tetapi, fungsi tersebut
tidak hanya diwujudkan melalui tindakan represif berupa penangkapan dan
penahanan, melainkan juga melalui upaya nyelesaian perkara yang mampu
memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

sal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia menentukan bahwa:
"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tugas Kepolisian tidak hanya
berorientasi pada penegakan hukum dalam arti sempit, tetapi juga
mengutamakan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena
itu, penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice merupakan salah
satu bentuk pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat guna
memperoleh penyelesaian perkara yang lebih cepat, adil, dan bermanfaat.
Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian memiliki
kewenangan sebagaimana diatur dalam sal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
yang berbunyi:
"Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian

Negara Republik Indonesia berwenang mengadakan tindakan lain menurut
hukum yang bertanggung jawab."
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Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan

tindakan hukum sepanjang tindakan tersebut memiliki dasar hukum, dilakukan

secara proporsional, diperlukan dalam pelaksanaan tugas, serta dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum.''® Salah satu bentuk tindakan tersebut
adalah penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice, yang

3
kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

"Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut
penilaiannya sendiri."

Kewenangan tersebut dikenal sebagai diskresi kepolisian (police discretion).
Diskresi memberikan keleluasaan kepada penyidik untuk menentukan langkah

yang paling tepat dalam menangani suatu perkara sepanjang tidak bertentangan
dengan hukum, memperhatikan kepentingan umum, serta ap menjunjung
tinggi hak asasi manusia. Dalam praktiknya, penerapan restorative justice
rupakan salah satu bentuk penggunaan diskresi yang bertujuan
menyelesaikan perkara pidana secara lebih efektif dan berkeadilan.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai penerapan restorative justice oleh
Kepolisian terdapat lam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

Restoratif. Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyidik dalam menentukan

apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.

' Dijah Gustiniati Maulida, "Mediasi Penal sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana", Jurnal
Fiat Justisia, Vol. 14, No. 4, 2020, hlm. 318.
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Penyidik wajib memastikan bahwa seluruh persyaratan materiil maupun formil
telah terpenuhi sebelum proses penyelesaian perkara dilakukan melalui

mekanisme tersebut.

Dalam pelaksanaan restorative justice, penyidik tidak hanya berperan

sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu
mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan
perdamaian. '’ enyidik harus menjaga netralitas selama proses mediasi
berlangsung, memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk
menyampaikan pendapatnya, serta emastikan bahwa kesepakatan yang
dihasilkan benar-benar lahir atas dasar kesukarelaan tanpa adanya tekanan
maupun paksaan.''®

Peran tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam
pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian. Apabila sebelumnya
penyelesaian perkara lebih menitikberatkan pada proses penyidikan hingga
pelimpahan perkara ke penuntut umum, maka melalui restorative justice
penyidik diberikan kewenangan untuk mengedepankan penyelesaian konflik
ng lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.
Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi penegakan
hukum, melainkan untuk menciptakan nyelesajan perkara yang lebih efektif,
efisien, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di

Kepolisian Resor Indragiri Hilir, teori penegakan hukum oleh Kepolisian

1

"7 Ninik Suparni, "Perlindungan Korban glam Perspektif Restorative Justice", Jurnal Legislasi
Indornia, Vol. I8, No. 1,2021, hIm. 64.

'8 Sadjijono, Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum
Administrasi, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2006, hlm. 87-94.
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menjadi landasan penting untuk menganalisis bagaimana penyidik
melaksanakan wenangannya berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Analisis tersebut tidak hanya
difokuskan pada kesesuaian prosedur dengan ketentuan hukum yang berlaku,
tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan, hambatan yang dihadapi penyidik, serta
upaya yang dilakukan agar penyelesaian perkara melalui restorative justice

dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh

pihak yang terlibat.
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BABIII
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di
Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penadahan di
Kepolisian Resor Indragiri Hilir merupakan implementasi dari kebijakan penegakan
hukum yang mengedepankan penyelesaian perkara secara damai dengan
mengutamakan pemulihan keadaan semula dibandingkan dengan penghukuman
terhadap pelaku. Pendekatan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan ramran
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan
Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan
kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui mekanisme
restorative justice sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam praktiknya, laksanaan restorative justice terhadap tindak pidana
penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir tidak dilakukan terhadap seluruh
perkara yang masuk. Penyidik terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap
karakteristik perkara, tingkat kesalahan pelaku, kerugian yang ditimbulkan, serta
kemungkinan tercapainya perdamaian antara korban dengan pelaku. Hal tersebut
dilakukan agar penerapan restorative justice tetap berada dalam koridor hukum
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kepolisian Resor Indragiri Hilir,
diketahui bahwa selama Tahun 2024 sampai Tahun 2025 terdapat 9 (sembilan)

perkara tindak pidana penadahan yang ditangani oleh penyidik Satreskrim.'" Dari

keseluruhan perkara tersebut, sebagian memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui

119 Munir Fuady, Teori-Teori Besar dalam Hukum, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 167.
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mekanisme restorative justice, sedangkan sebagian lainnya tetap diproses melalui
mekanisme peradilan pidana karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 .

Pelaksanaan restorative justice diawali dengan adanya laporan masyarakat

mengenai dugaan tindak pidana penadahan. Setelah laporan diterima, penyidik
melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tahap ini penyidik
mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, memeriksa tersangka, serta memastikan
bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur tndak pidana penadahan sebagaimana
diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya penyidik melakukan identifikasi terhadap kemungkinan penyelesaian
perkara melalui pendekatan restorative justice. Tahapan ini menjadi bagian yang
sangat penting karena dak semua tindak pidana penadahan dapat diselesaikan
melalui mekanisme perdamaian. Penyidik harus memperhatikan persyaratan materiil
maupun persyaratan formil yang telah ditentukan arn Peraturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Persyaratan materiil menjadi dasar utama dalam menentukan layak atau tidaknya
tu perkara diselesaikan melalui restorative justice.'® Penyidik menilai apakah
tindak pidana tersebut menimbulkan keresahan masyarakat, berpotensi
menimbulkan konflik sosial, dilakukan oleh residivis, ataupun termasuk tindak
pidana yang secara tegas dikecualikan dari penerapan restorative justice. Selain itu

penyidik juga mempertimbangkan latar belakang terjadinya tindak pidana

penadahan, apakah pelaku benar-benar mengetahui bahwa barang tersebut berasal

120 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence),
Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 211.
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dari hasil kejahatan atau justru memperoleh barang tersebut tanpa mengetahui asal-
usulnya.

Apabila persyaratan materiil telah terpenuhi, penyidik kemudian melanjutkan
pemeriksaan terhadap persyaratan formil. Dalam tahap ini penyidik memfasilitasi
pertemuan antara korban dan pelaku untuk mencari penyelesaian secara
musyawarah. Pertemuan tersebut tidak hanya melibatkan kedua belah pihak, tetapi
juga dapat dihadiri oleh keluarga masing-masing pihak, tokoh masyarakat maupun
perangkat desa apabila dipandang perlu guna menciptakan suasana yang kondusif
selama proses perdamaian berlangsung.

Pada proses musyawarah tersebut penyidik bertindak sebagai fasilitator yang
emberikan kesempatan kepada korban untmk menyampaikan kerugian yang
dialami serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya.
Penyidik juga menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga
sepakatan yang dicapai benar-benar lahir atas dasar kesadaran para pihak tanpa
adanya tekanan maupun paksaan.'?!

Kesepakatan perdamaian umumnya memuat beberapa hal, antara lain
pengembalian barang kepada pemiliknya apabila barang masih ada, pemberian ganti
kerugian apabila barang telah dialihkan kepada pihak lain, permintaan maaf dari
pelaku kepada korban, serta pernyataan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya
di kemudian hari. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk surat perdamaian

yang ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti bahwa perkara telah diselesaikan

melalui mekanisme restorative justice.

12 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 86.
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Setelah tercapai kesepakatan perdamaian, penyidik kemudian melaksanakan gelar
perkara untuk menilai kelengkapan seluruh persyaratan penerapan restorative
Jjustice. Gelar perkara dilakukan secara internal dengan mempertimbangkan aspek
yuridis maupun sosiologis sehingga keputusan penghentian penyidikan benar-benar
didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Apabila hasil gelar perkara
menyatakan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka penyidik menerbitkan
administrasi penghentian penyidikan sesuai mekanisme yang diatur dalam aturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor § Tahun 2021.

Pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor
Indragiri Hilir memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Korban
memperoleh kembali haknya melalui pengembalian barang atau penggantian
kerugian, sedangkan pelaku memperoleh kesempatan ntuk memperbaiki
kesalahannya tanpa harus menjalani proses peradilan yang panjang. Bagi
masyarakat, penyelesaian tersebut mampu mengembalikan ubungan sosial yang
sempat terganggu akibat terjadinya tindak pidana serta mengurangi potensi
munculnya konflik berkepanjangan.'*?

Apabila ditinjau dari Teori Restorative Justice, pelaksanaan yang dilakukan oleh
epolisian Resor Indragiri Hilir telah mencerminkan prinsip-prinsip utama keadilan
restoratif, yaitu pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku atas
perbuatannya, keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik, serta terciptanya
perdamaian sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Pendekatan sebut

menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang semula

berorientasi pada pembalasan (retributive justice) menuju penyelesaian yang lebih

122

Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 58.
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3
mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

hukum.
Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan penulis, pelaksanaan restorative

Justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir masih
memerlukan optimalisasi, terutama dalam aspek pemahaman masyarakat mengenai

mekanisme restorative justice, kesediaan para pihak untuk berdamai, serta
konsistensi penerapan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2021 oleh penyidik. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan
restorative justice tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga
dipengaruhi oleh kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara.

98
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana

Penadahan

Pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di

Kepolisian Resor Indragiri Hilir tidak hanya didasarkan pada kebijakan internal
Kepolisian, melainkan telah memperoleh legitimasi melalui berbagai ketentuan
peraturan  perundang-undangan.'’”* Hal tersebut menunjukkan bahwa

penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif bukanlah bentuk
23
penyimpangan terhadap sistem peradilan pidana, melainkan merupakan bagian
dari kebijakan hukum pidana (criminal policy) yang bertujuan mewujudkan
keadilan yang lebih substantif.
Secara normatif, dasar hukum penerapan restorative justice dalam

penyelesaian tindak pidana penadahan dapat ditemukan dalam beberapa

ketentuan, yaitu:

123 Siti Nurhayati, "Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana", Jurnal
Wawasan Yuridika, Vol. 6, No. 1,2022_ hlm. 119.
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79
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana
KUHP Nasional memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui

mekanisme restorative justice sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan
Pasal 82. Ketentuan tersebut pada dasarnya menghendaki agar penyelesaian

perkara pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan
juga mengutamakan pemulihan kerugian korban serta pemulihan hubungan sosial
antara pelaku dan korban.'** Menurut Muladi,

"Tujuan hukum pidana modern tidak lagi semata-mata membalas pelaku, tetapi
juga memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana."

Pendapat tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari retributive
Justice menuju smmrfve justice.
b. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021
Dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerapan Smmrz've
justice secara khusus diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur:

1) syarat materiil;

2) syarat formil;

3) mekanisme penghentian penyidikan;

4) administrasi penyidikan;

5) gelar perkara;

6) bentuk kesepakatan perdamaian.

24 Fokky Fuad Wasitaatmadja, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Melalui Restorative Justice",
Jurnal Yustisia, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 175.
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Peraturan tersebut menjadi pedoman utama penyidik Satreskrim Polres Indragiri
Hilir dalam menentukan apakah suatu perkara penadahan dapat diselesaikan
melalui mekanisme restorative justice.
2. Pelaksanaan Restorative Justice Berdasarkan Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian lapangan di Satreskrim Polres Indragiri Hilir,
penulis memperoleh keterangan dari tiga orang penyidik yang menangani perkara
pidana umum. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa seluruh penyidik
memiliki pandangan yang sama mengenai pelaksanaan restorative justice. Tabel

berikut memperlihatkan persamaan jawaban para informan.

Persamaan Jawaban Penyidik MI::g:i Pelaksanaan Restorative Justice
NoAspek Penyidik 1|Penyidik 2|Penyidik 3
1 [RJ dilakukan secara sukarela v v v
2 |Penyidik hanya sebagai fasilitator|v/ v v
3 [Tidak boleh ada paksaan v v v
4 |Harus ada perdamaian v v v
5 |Harus memenuhi syarat hukum |V v v

Sumber : Data Primer Diolah Penulis Tahun 2026
Data tersebut menunjukkan adanya konsistensi penerapan restorative justice oleh

penyidik Satreskrim Polres Indragiri Hilir. Tidak terdapat perbedaan pendapat
mengenai prinsip-prinsip dasar pelaksanaan restorative justice, sehingga dapat
disimpulkan bahwa penyidik telah memiliki pemahaman yang seragam terhadap
ketentuan.'” Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bripda Karno Setiabudi

, yang menyatakan:

125 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.
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"Restorative Justice yang kami lakukan tergantung dari korban dan pelaku.
Penyidik hanya menawarkan kedua belah pihak berdamai, tetapi tidak boleh
menekan ataupun memaksa. RJ tidak dapat dilakukan apabila kedua belah pihak
tidak ada kesepakatan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice
sepenuhnya bergantung pada kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara
secara damai.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bripda Karno Setiabudi

"Kami sebagai penyidik bertindak sebagai fasilitator netral. Kami menawarkan
opsi perdamaian kepada korban dan pelaku, tetapi sifatnya sukarela."

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bripda Nikel Nicholas

"Penyidik hanya menawarkan ruang mediasi secara sukarela. Jika kedua pihak
sepakat, maka proses Restorative Justice dapat dilanjutkan."

Ketiga pendapat tersebut memperlihatkan bahwa fungsi penyidik tidak lagi
semata-mata sebagai aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan, tetapi
juga berperan sebagai mediator yang membantu para pihak mencapai
penyelesaian perkara secara damai.

Menurut Howard Zehr, Crime is a violation of people and relationships.
Artinya, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap manusia dan hubungan
sosial, sehingga penyelesaiannya juga harus diarahkan pada pemulihan hubungan
tersebut.'”® Pendapat Howard Zehr tersebut selaras dengan praktik yang
dilakukan di Polres Indragiri Hilir, dimana penyidik tidak memaksakan
penghukuman, melainkan lebih dahulu rnbuka ruang dialog antara korban dan

pelaku.

3. Tahapan Pelaksanaan Restorative Justice

126 M, Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta,
2016, hlm. 37.
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Dari hasil wawancara, penulis kemudian menyusun tahapan pelaksanaan

restorative justice sebagai berikut.

Tabel 3

Tahapan Pelaksanaan Restorative Justice
Tahapan Pelaksanaan
Laporan Polisi Korban membuat laporan polisi
Penyelidikan Penyidik mengumpulkan bukti awal
Penyidikan Pemeriksaan saksi, korban, tersangka
Penawaran RJ Penyidik menawarkan perdamaian
Mediasi Korban dan pelaku dipertemukan
Kesepakatan Surat perdamaian dibuat
Pemenuhan Hak Korban Pengembalian barang/ganti rugi
Gelar Perkara Evaluasi kelayakan penghentian perkara
Permohonan Penetapan Pengadilan|Diajukan penyidik
SP3 Penghentian penyidikan

Sumber : Data Primer Diolah Penulis Tahun 2026
4. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku
dalam penyelesaian perkara penadahan melalui Restorative Justice meliputi: %’
a. Mengakui kesalahan.
b. Meminta maaf kepada korban.
c. Mengembalikan barang hasil tindak pidana apabila masih ada.
d. Memberikan ganti rugi.

e. Menandatangani surat perdamaian.

127 1hid.
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f. Berjanji tidak mengulangi tindak pidana.

Kedua pelaku menyatakan telah memenuhi seluruh kewajiban tersebut. Pelaku
pertama mengganti harga telepon genggam yang telah dijual kembali serta
memberikan biaya transportasi kepada korban. Sementara pelaku kedua
mengembalikan laptop yang berhasil diamankan polisi dan memberikan
kompensasi atas kerugian yang dialami korban. Hal ini menunjukkan bahwa
tujuan utama estorative Justice bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi
memulihkan kerugian korban.

Berdasarkan seluruh asil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan
Restorative Justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri
Hilir pada dasarnya telah jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Hal tersebut terlihat dari: adanya
tahapan penyelidikan, penyidikan, penawaran perdamaian, mediasi, pemenuhan hak
korban, gelar perkara, hingga penghentian penyidikan yang seluruhnya dilaksanakan
berdasarkan prosedur yang telah ditentukan.

Apabila dianalisis menggunakan teori Restorative Justice Howard Zehr,
pelaksanaan tersebut telah memenuhi empat prinsip utama, yaitu:'®

1. adanya pengakuan kesalahan oleh pelaku;

2. adanya pemulihan kerugian korban;

[¥8]

adanya partisipasi masyarakat;

B

adanya pemulihan hubungan sosial.

128 Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice, Good Books, Intercourse, Pennsylvania,
2002, hlm. 10.
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Selain itu, hasil wawancara dengan pelaku dan saksi juga mengonfirmasi bahwa
proses perdamaian benar-benar dilaksanakan melalui mediasi, bukan karena adanya
tekanan dari aparat penegak hukum.

Pelaksanaan tersebut telah sejalan ngan ketentuan Pasal 79 sampai dengan
Pasal 82 ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, yang mengatur penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative
Justice ngan mengutamakan pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku,
kesepakatan sukarela, dan penghentian proses pidana setelah terpenuhinya syarat-
syarat yang ditentukan. Selain itu, mekanisme ini juga selaras dengan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan
Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan pedoman kepada
penyidik dalam memfasilitasi penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan
restoratif .

Penerapan tersebut masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam
memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan restorative justice
agar tidak dipersepsikan sebagai bentuk pembebasan pelaku  dari
pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai mekanisme nyelesaian perkara
yang tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.'>
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana

Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Pelaksanaan restorative justice sebagai salah satu alternatif penyelesaian

perkara pidana pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara

129 Ibid.
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”
yang berkeadilan, memberikan kemanfaatan hukum, serta memulihkan hubungan

antara pelaku, korban, dan masyarakat."** Meskipun demikian, dalam praktiknya
penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan tidak selalu berjalan
sebagaimana yang diharapkan. Masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi
penyidik dalam menerapkan mekanisme tersebut, baik yang berasal dari aspek
hukum, aspek masyarakat, maupun aspek kelembagaan.

Hambatan pertama berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana
diatur dalam raturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tidak semua
perkara tindak pidana penadahan memenuhi persyaratan tcriil dan persyaratan
formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut. enyidik harus melakukan
penelitian secara cermat terhadap karakteristik perkara sebelum memutuskan apakah
perkara tersebut layak diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Apabila
salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka penyidik wajib melanjutkan proses
penyidikan sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana.

Hambatan berikutnya adalah kesulitan memperoleh kesepakatan perdamaian
antara korban dan pelaku. Pada praktiknya tidak semua korban bersedia memaafkan
pelaku meskipun pelaku telah mengakui kesalahannya. Sebagian korban masih
menghendaki agar pelaku diproses hingga ke pengadilan sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan
proses perdamaian tidak dapat tercapai sehingga penyelesaian perkara melalui

restorative justice tidak dapat dilaksanakan.'!

130 Fence M. Wantu, Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 114.
51 fhid.
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Selain itu, itikad baik dari pelaku juga menjadi faktor yang menentukan

keberhasilan penerapan restorative justice. Dalam beberapa perkara, pelaku tidak
bersedia mengembalikan barang hasil kejahatan, tidak mampu mengganti kerugian
korban, atau tidak menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh atas
perbuatannya. Keadaan demikian menyebabkan salah satu tujuan utama restorative
Justice, yaitu pemulihan kerugian korban, tidak dapat diwujudkan sehingga penyidik
tidak mempunyai dasar untuk menghentikan penyidikan.

Hambatan lainnya adalah kesulitan pembuktian mengenai unsur kesalahan

1
dalam tindak pidana penadahan. Salah satu karakteristik tindak pidana penadahan

adalah adanya unsur hwa pelaku mengetahui atau patut menduga barang yang
diperoleh berasal dari hasil tindak pidana.'** Dalam praktiknya, pembuktian
mengenai pengetahuan atau dugaan tersebut tidak selalu mudah dilakukan. Penyidik
harus menggali berbagai alat bukti untuk memastikan apakah pelaku benar-benar
tidak mengetahui asal-usul barang atau justru dengan sengaja membeli barang
tersebut karena mengetahui harganya jauh di bawah harga pasar. Kesulitan
pembuktian tersebut dapat mempengaruhi pertimbangan penyidik dalam
menentukan layak atau tidaknya penerapan restorative justice.

Dari sisi masyarakat, masih terdapat pandangan bahwa iap pelaku tindak
pidana harus dijatuhi hukuman pidana. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa
penghentian perkara lalui restorative justice merupakan bentuk keringanan yang
tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Persepsi tersebut sering kali

menimbulkan penolakan terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan,

meskipun secara hukum mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepolisian

132 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.
52.
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egara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Kurangnya pemahaman
masyarakat mengenai tujuan mmrfve Jjustice menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan pemahaman hukum para
pihak. Tidak semua korban maupun pelaku ernahami manfaat penyelesaian perkara
melalui restorative justice.'** Sebagian pihak masih menganggap bahwa perdamaian
hanya menguntungkan pelaku, sedangkan korban tidak memperoleh kepastian
hukum. Padahal, dalam konsep restorative justice, korban justru menjadi pihak yang
diprioritaskan untuk memperoleh pemulihan hak, baik melalui pengembalian barang,
pemberian ganti kerugian, maupun bentuk pemulihan lainnya.

Di samping itu, penyidik juga menghadapi hambatan administratif dalam
penerapan restorative justice. Penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut
memerlukan berbagai dokumen administrasi, seperti surat permohonan perdamaian,
surat kesepakatan perdamaian, berita acara perdamaian, berita acara gelar perkara,
hingga administrasi penghentian penyidikan. Seluruh dokumen tersebut harus
disusun secara lengkap agar keputusan penghentian penyidikan rniliki dasar
hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah adanya kehati-hatian penyidik
dalam menggunakan kewenangannya.'** Penyidik harus memastikan bahwa
nerapan restorative justice benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Kesalahan dalam menerapkan mekanisme tersebut dapat menimbulkan

konsekuensi hukum maupun konsekuensi administratif bagi penyidik. Oleh karena

itu, dalam praktiknya penyidik cenderung lebih berhati-hati dan melakukan gelar

133 Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, RajaGrafindo Persada,
Depok, 2018, hlm. 36.
134 Ibid, hlm. 35.
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perkara secara menyeluruh sebelum memutuskan penghentian penyidikan
berdasarkan keadilan restoratif.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto,
hambatan pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana penadahan pengaruhi
oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak
hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.
Dari aspek hukum, masih terdapat batasan normatif mengenai jenis perkara yang
dapat diselesaikan melalui restorative justice. Dari aspek aparat penegak hukum,
penyidik dituntut memiliki kemampuan untuk menilai kelayakan suatu perkara
sekaligus memfasilitasi proses perdamaian secara objektif. Dari aspek masyarakat,
eberhasilan restorative justice sangat dipengaruhi oleh kesediaan korban dan
pelaku untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah.'* Sedangkan dari aspek
kebudayaan, keberhasilan penerapan restorative justice dipengaruhi oleh nilai-nilai
musyawarah, kekeluargaan, an penyelesaian sengketa secara damai yang hidup
dalam masyarakat.

Hambatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana
penadahan tidak hanya bersumber dari ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga
dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, serta kemampuan penyidik dalam
mengimplementasikan ketentuan raturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2021. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan restorative justice
memerlukan kerja sama seluruh pihak, k aparat penegak hukum, korban, pelaku,

maupun masyarakat, agar tujuan pemulihan dan penyelesaian perkara secara adil

dapat terwujud.

135 1hid.
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Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga orang penyidik Satreskrim Polres
Indragiri Hilir, dua orang pelaku tindak pidana penadahan, serta dua orang saksi yang
mengikuti proses penyelesaian perkara melalui restorative justice, diperoleh fakta
ahwa hambatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana
penadahan pada dasarnya tidak berasal dari faktor internal penyidik maupun dari
ketentuan hukum yang berlaku. Hambatan justru lebih banyak muncul dari faktor
eksternal, yaitu kesediaan para pihak untuk berdamai, kemampuan pelaku dalam
memenuhi kewajiban pemulihan kerugian, serta tingkat pemahaman masyarakat
terhadap mekanisme restorative justice.

Untuk mempermudah analisis, hasil penelitian mengenai hambatan pelaksanaan
restorative justice dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 4 Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di
Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Hasil Penelitian

No| Bentuk Hambatan

Sering terjadi dan menjadi hambatan utama karena
Korban menolak ) ) . )
1 korban masih menghendaki perkara diproses hingga

berdamai .
pengadilan.

Pelaku tidak mengakui

Mengakibatkan proses restorative justice tidak dapat

penyidik

2 .
perbuatannya dilaksanakan.

3 Pelaku tld.ak man.lpu Menghambat tercapainya kesepakatan perdamaian.
mengganti kerugian

4 Pemahaman masyarakat |Sebagian masyarakat menganggap perdamaian berarti
yang masih rendah pelaku langsung dibebaskan.
Administrasi Memerlukan penetapan pengadilan sehingga proses

5 : . . .
penyelesaian perkara tidak dapat dilakukan secara instan.

6 Hambatan internal Tidak ditemukan hambatan yang berarti menurut

seluruh penyidik.
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(Bumber: Data Primer Diolah Penulis Tahun 2026.
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hambatan utama dalam penerapan

restorative justice bukan berasal dari penyidik, melainkan berasal dari para pihak

yang terlibat dalam perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan
restorative justice sangat bergantung pada adanya kesediaan korban dan pelaku

untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah serta memenuhi seluruh

persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.'’

Hasil wawancara dengan Bripda Karno Setiabudi , selaku Penyidik Pembantu

6

Satreskrim Polres Indragiri Hilir, menunjukkan bahwa secara umum penyidik tidak
mengalami hambatan teknis dalam menerapkan restorative justice. Beliau
menyatakan:

"Kalau hambatannya selama ini yang kami lakukan itu tidak ada. Kami tergantung

dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau sudah ada kesepakatan sesuai
mekanisme yang terdapat dalam KUHP, maka kami tidak mengalami hambatan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah memiliki pedoman kerja
yang jelas dalam menerapkan restorative justice. Dengan adanya aturan yang
menjadi dasar pelaksanaan, penyidik tidak mengalami kesulitan dalam menentukan
prosedur penyelesaian perkara. Akan tetapi, keberhasilan proses tersebut tetap
bergantung pada kesepakatan korban dan pelaku.'’

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bripda Karno Setiabudi, yang
menjelaskan:
"Hambatan yang berarti sebenarnya hampir tidak ada, karena kuncinya ada pada

kemauan para pihak. Selama korban dan pelaku kooperatif dan sepakat, prosesnya
akan berjalan sangat mulus."

Keterangan tersebut diperkuat oleh Bripda Nikel Nicholas, yang menyatakan:

136 a A
137 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2019, hlm. 8.

83




"Selama prosesnya didasari atas kesepakatan sukarela dan kepatuhan kedua belah
pihak terhadap mekanisme yang ada, kami tidak menemukan hambatan yang berarti
di lapangan."

Kesamaan jawaban ketiga penyidik menunjukkan bahwa hambatan internal
institusi kepolisian relatif kecil. Penyidik telah memahami mekanisme pelaksanaan
restorative justice sehingga pelaksanaan prosedur dapat dilakukan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, faktor penentu keberhasilan bukan lagi terletak pada aparat
penegak hukum, melainkan pada sikap para pihak yang berperkara.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan terbesar
justru berasal dari korban yang tidak bersedia memberikan maaf kepada pelaku.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Karno Setiabudi , diperoleh keterangan

sebagai berikut:

"Kebanyakan penolakan tersebut datang dari korban yang tidak mau melakukan
perdamaian atau restorative justice terhadap perkara yang mereka alami."

Keterangan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bripda Karno Setiabudi,
yang menjelaskan:

"Mayoritas penolakan datang dari pihak korban karema merasa kerugian
morilnya tidak dapat diganti sehingga mereka tetap menghendaki perkara diproses
sampai persidangan."*

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bripda Nikel Nicholas, yang menyatakan
bahwa korban yang merasa harga dirinya telah dirugikan lebih memilih penyelesaian
melalui jalur peradilan pidana dibandingkan penyelesaian secara damai.®

Berdasarkan ketiga keterangan tersebut dapat dianalisis bahwa faktor psikologis
korban enjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan restorative justice.
Korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga mengalami kerugian

emosional sehingga proses pemberian maaf tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu,

meskipun secara hukum perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui
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restorative justice, tanpa adanya persetujuan korban proses tersebut tidak dapat
dilanjutkan.'

Hambatan berikutnya adalah tidak adanya pengakuan kesalahan dari pelaku.
Berdasarkan hasil wawancara, seluruh penyidik menyatakan bahwa pengakuan
pelaku merupakan syarat mutlak dalam penerapan restorative justice. Sebagaimana
disampaikan oleh Bripda Karno Setiabudi :

"Kalau pelaku tidak mengakui perbuatannya, maka tidak akan terjadilah restorative
justice. Di KUHP yang bersalah harus mer%kui kesalahannya."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa restorative justice tidak dapat diterapkan
terhadap pelaku yang masih menyangkal keterlibatannya dalam tindak pidana.
Pengakuan kesalahan merupakan bentuk tanggung jawab moral yang menjadi dasar
dilakukannya pemulihan terhadap korban.

Selain pengakuan kesalahan, kemampuan pelaku dalam memenuhi kewajiban
ganti kerugian juga menjadi hambatan tersendiri. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Hendra, salah seorang pelaku, diketahui bahwa hambatan terbesar yang
dialaminya adalah keterbatasan ekonomi untuk memenuhi tuntutan ganti rugi
korban.

"Kesulitan terbesarnya adalah mengumpulkan uang kompensasi ganti rugi dalam

waktu cepat. Karena kondisi ekonomi saya pas-pasan, keluarga harus pinjam sana-

sini agar syarat perdamaian bisa terpenuhi."
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice juga

dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi pelaku. Dalam praktiknya tidak semua
pelaku memiliki kemampuan finansial untuk mengembalikan kerugian korban dalam

waktu singkat. Kondisi tersebut menyebabkan proses perdamaian menjadi tertunda

bahkan berpotensi gagal apabila korban tidak bersedia memberikan toleransi.'*”

138 Ihid.
139 Soerjono Soekanto, Op.Cit., him. 12.
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Sementara itu, Rian, pelaku lainnya, menjelaskan bahwa hambatan terbesar
bukan terletak pada prosedur hukum, melainkan pada sikap korban.

"Hambatan terbesarnya menurut saya adalah ego atau rasa marah dari korban. Kalau
korban sudah menutup pintu maaf, proses damai tidak akan pernah berjalan.

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan hwa keberhasilan restorative justice
tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi
psikologis para pihak. Semakin besar tingkat penerimaan korban terhadap
permintaan maaf pelaku, semakin besar pula peluang keberhasilan penyelesaian
perkara melalui mekanisme restorative justice.

Dari sisi masyarakat, hambatan yang ditemukan bukan berupa penolakan
terhadap kebijakan restorative justice, melainkan masih rendahnya pemahaman
masyarakat mengenai mekanisme tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Bripda Karno
Setiabudi , yang menyatakan:

"Masyarakat yang awam menginginkan restorative justice hari ini dan tahanannya

harus dikeluarkan hari ini. Padahal kita tetap harus melalui tahapan sesuai ketentuan
KUHP."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap
restorative justice sebagai proses perdamaian biasa tanpa memahami adanya
prosedur hukum yang tetap harus dilalui. Padahal, berdasarkan ketentuan hukum,
penghentian penyidikan tetap memerlukan administrasi penyidikan serta penetapan
dari pengadilan sehingga tidak dapat dilakukan secara serta-merta.

abila dianalisis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono
Soekanto, hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini lebih dominan berasal dari

faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, sedangkan faktor hukum maupun faktor

aparat penegak hukum relatif tidak menjadi kendala.'** Hal tersebut terlihat dari

140 Soerjono Soekanto, Op.Cit., him. 45.
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adanya aturan hukum yang telah memberikan pedoman pelaksanaan secara jelas
serta kesiapan penyidik dalam menerapkannya. Sebaliknya, keberhasilan restorative
Jjustice sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, kemauan
korban untuk memberikan maaf, serta kesediaan pelaku bertanggung jawab atas
akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, menurut analisis penulis, hambatan pelaksanaan restorative
Justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir lebih
bersifat non-yuridis daripada yuridis. Persoalan utama bukan terletak pada
kelemahan regulasi ataupun kemampuan penyidik, melainkan pada faktor psikologis
korban, kondisi ekonomi pelaku, erta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap
konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan restorative
Justice memerlukan pendekatan yang lebih humanis melalui edukasi hukum kepada
masyarakat, penguatan fungsi mediasi oleh penyidik, serta peningkatan kesadaran

11
pelaku untuk bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang dialami korban.

C. Upaya dalam Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana

Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan tidak terlepas
dari berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyidik maupun para pihak yang

terlibat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya agar penyelesaian perkara
melalui pendekatan keadilan restoratif dapat berjalan secara efektif, memberikan

kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta memberikan kemanfaatan bagi

korban, pelaku, maupun masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung
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jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari

masyarakat sebagai pihak yang turut merasakan dampak dari suatu tindak pidana.'*!
Dalam konteks tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir,
upaya penerapan restorative justice dilakukan dengan tetap berpedoman pada

ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya
mengenai syarat materiil, syarat formil, dan tata cara penyelesaian perkara.

1. Mengoptimalkan Peran Penyidik Sebagai Fasilitator Perdamaian

Keberhasilan penyelesaian perkara melalui smmrfve Justice sangat
ditentukan oleh kemampuan penyidik dalam memfasilitasi proses perdamaian
antara korban dan pelaku. Dalam mekanisme ini penyidik idak hanya bertindak
sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang menjembatani
kepentingan kedua belah pihak agar tercapai penyelesaian yang adil.

Penyidik perlu memberikan pemahaman kepada korban mengenai tujuan
sromrfve Justice, yaitu mengembalikan keadaan seperti semula melalui
pemulihan kerugian yang dialami korban. Di sisi lain, penyidik juga harus
emberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahan,
menyampaikan permohonan maaf, serta memenuhi tanggung jawabnya
terhadap korban.

Peran aktif penyidik dalam memfasilitasi komunikasi yang baik akan
mempermudah tercapainya kesepakatan perdamaian. Apabila proses mediasi

berlangsung secara terbuka, jujur, dan tanpa adanya tekanan dari pihak mana

I Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia, Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 56.
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pun, maka peluang keberhasilan penerapan restorative justice akan semakin
besar.!*?
2. Memastikan Terpenuhinya Persyaratan Materiil dan Formil

Upaya berikutnya adalah memastikan bahwa seluruh persyaratan penerapan
restorative justice telah dipenuhi sebelum perkara dihentikan. Persyaratan
rsebut telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia omor 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa persyaratan materiil
meliputi:
a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat:
b. tidak berdampak kontlik sosial;
c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
dan
f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara,
tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana terhadap nyawa orang.

Selanjutnya persyaratan formil meliputi:'*

a. adanya perdamaian antara korban dan pelaku; dan

b. adanya pemenuhan hak korban serta tanggung jawab pelaku.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui
restorative justice tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan sehingga tetap menjamin kepastian hukum.

42 H. Salim HS., Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017,
him [§§3.
143 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
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3. Mengedepankan Pemulihan Hak Korban

Salah satu tujuan utama restorative justice adalah mengembalikan kerugian
yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana.
Dalam perkara penadahan, bentuk pemulihan tersebutpat berupa:
a. pengembalian barang kepada pemiliknya;
b. pembayaran ganti kerugian apabila barang tidak dapat dikembalikan;
c. penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana;
d. permintaan maaf dari pelaku kepada korban; dan
e. komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Melalui pemulihan tersebut, korban tdak hanya memperoleh kepastian
mengenai hak-haknya, tetapi juga memperoleh kepuasan karena kerugian yang
dialaminya telah dipertanggungjawabkan oleh pelaku.'*
4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

alah satu hambatan dalam penerapan restorative justice adalah masih
rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian perkara
di luar pengadilan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa setiap
pelaku tindak pidana harus dipidana dengan hukuman penjara agar
menimbulkan efek jera. Padahal, tidak semua tindak pidana harus diselesaikan
melalui proses litigasi apabila tujuan keadilan telah tercapai melalui
perdamaian.'®
Oleh karena itu, Kepolisian Resor Indragiri Hilir perlu meningkatkan sosialisasi

mengenai penerapan restorative justice kepada masyarakat melalui penyuluhan

hukum, kegiatan pembinaan masyarakat, maupun kerja sama dengan pemerintah

4 Tony F. Marshall, Restorative Justice: An Overview, Home Office Research Development and
Statistics Directorate, London, 1999, him. 8.
145 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 97.
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daerah dan tokoh masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat,
diharapkan proses perdamaian akan lebih mudah dilaksanakan ketika terjadi
perkara ng memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui restorative justice.
5. Meningkatkan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum

Penerapan restorative justice tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga
berkaitan dengan kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta
instansi lain yang memiliki ewenangan dalam sistem peradilan pidana.
Koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum akan menciptakan kesamaan
persepsi mengenai penerapan restorative justice sehingga tidak terjadi
perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku. Melalui koordinasi
tersebut diharapkan setiap perkara yang memenuhi persyaratan dapat
diselesaikan secara konsisten berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa
mengurangi rasa keadilan masyarakat.
6. Meningkatkan Profesionalisme Penyidik

Penyidik sebagai ujung tombak penegakan hukum dituntut memiliki
kemampuan dalam memahami konsep restorative justice, teknik mediasi,
komunikasi, serta penyelesaian konflik. Peningkatan profesionalisme dapat
dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, maupun bimbingan teknis mengenai
nerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8§ Tahun
2021. Dengan meningkatnya kompetensi penyidik, maka nerapan restorative
Jjustice terhadap tindak pidana penadahan akan semakin optimal, objektif, dan

sesuai dengan tujuan pembentukan hukum pidana modern, yaitu memberikan

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.'4¢

¢ Mudzakkir, Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice,
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 41.
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Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa upaya dalam pelaksanaan

restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri
Hilir dak hanya berfokus pada penyelesaian perkara melalui perdamaian, tetapi
juga diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan hukum secara menyeluruh.
Penyidik harus mampu memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum telah
terpenuhi, rnfasilitasi komunikasi antara korban dan pelaku, mengedepankan
pemulihan hak korban, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat
koordinasi antar aparat penegak hukum, serta meningkatkan profesionalisme dalam
menjalankan tugasnya. Dengan demikian, tujuan utama restorative justice, yaitu
memulihkan hubungan sosial, memberikan perlindungan kepada korban, dan
mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dapat tercapai
secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kepolisian Resor
Indragiri Hilir, berbagai upaya tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh
penyidik Satreskrim, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa aspek
yang memerlukan penyempurnaan. Upaya yang dilakukan dak hanya berorientasi
pada penyelesaian perkara secara administratif, tetapi juga diarabkan untuk
menciptakan penyelesaian yang mampu memberikan rasa keadilan kepada korban,
pelaku, dan masyarakat.'

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Bambang Hermanto, S.H., selaku
Kepala Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Indragiri Hilir, dijelaskan bahwa setiap

perkara penadahan yang memiliki peluang diselesaikan melalui restorative justice

terlebih dahulu dilakukan penelitian secara mendalam mengenai kelengkapan syarat

47 1hid.
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materiil maupun syarat formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

"Kami tidak langsung menawarkan restorative justice kepada para pihak. Penyidik
terlebih dahulu melihat apakah perkara memenuhi syarat hukum, kemudian
dilakukan pendekatan kepada korban dan pelaku. Apabila seluruh syarat telah
terpenuhi serta kedua belah pihak benar-benar sepakat berdamai tanpa adanya
paksaan, barulah mekanisme restorative justice dapat dilaksanakan."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak menjadikan restorative
justice sebagai cara untuk menghentikan perkara secara mudah, melainkan sebagai
mekanisme hukum yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential
principle). Penyidik harus memastikan bahwa penghentian penyidikan benar-benar
memenuhi ketentuan hukum sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di

kemudian hari.!*®

Apabila dianalisis menggunakan teori epastian hukum sebagaimana
dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka langkah yang dilakukan penyidik
sebut menunjukkan bahwa penerapan restorative justice tetap berlandaskan pada
norma hukum yang berlaku. Kepastian hukum tidak semata-mata diwujudkan
melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pelaksanaan mekanisme hukumng
telah diatur secara jelas dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2021. Dengan demikian, penghentian penyidikan bukan merupakan
bentuk penyimpangan hukum, melainkan pelaksanaan kewenangan ng diberikan
oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan penelitian terhadap persyaratan perkara, penyidik juga

berupaya membangun komunikasi yang baik antara korban dan pelaku. Dalam

praktiknya, keberhasilan restorative justice lebih banyak ditentukan oleh

48 1hid.
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kemampuan penyidik dalam menciptakan suasana musyawarah yang kondusif
dibandingkan sekadar menjalankan prosedur administrasi.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bripda Nikel Nicholas,
Penyidik Satreskrim Polres Indragiri Hilir, yang menyatakan:
"Pada saat mediasi kami tidak berpihak kepada siapa pun. Kami memberikan
kesempatan kepada korban untuk menyampaikan kerugiannya, kemudian pelaku

juga diberi kesempatan menjelaskan alasan dan kesanggupannya memenuhi
tanggung jawab. Dari situ biasanya muncul kesepakatan bersama."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penyidik menjalankan
fungsi sebagai fasilitator, bukan sebagai pihak yang menentukan isi kesepakatan.
Posisi trsebut sejalan dengan konsep restorative justice yang menempatkan
penyidik sebagai mediator yang membantu para pihak mencapai penyelesaian
berdasarkan kesepakatan sukarela.'*”

Restorative justice merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang
berkepentingan untuk bersama-sama menyelesaikan akibat dari suatu tindak pidana
serta menentukan langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kerugian yang
ditimbulkan.®® Konsep tersebut terlihat telah diterapkan dalam pelaksanaan
restorative justice di Polres Indragiri Hilir karena penyidik memberikan ruang dialog
kepada korban maupun pelaku sebelum keputusan penghentian penyidikan diambil.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh penulis, salah satu upaya yang
paling diutamakan oleh penyidik adalah memastikan terpenuhinya hak korban.
Dalam perkara penadahan, pemulihan hak korban menjadi indikator utama

keberhasilan penerapan restorative justice. Penyidik tidak hanya berupaya

mendamaikan para pihak, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh

49 Ehmbang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him. 144.
15 Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice, Good Books, Intercourse, Pennsylvania,
2015, hlm. 15.
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kembali hak miliknya ataupun memperoleh ganti kerugian apabila barang yang
menjadi objek tindak pidana tidak dapat dikembalikan. Hasil wawancara dengan
salah seorang korban menyatakan:

"Saya bersedia berdamai karena barang saya sudah dikembalikan dan pelaku juga
meminta maaf secara langsung. Tujuan saya sebenarnya bukan supaya pelaku
dipenjara, tetapi supaya kerugian saya bisa dipulihkan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama korban bukan semata-mata

penghukuman terhadap pelaku, melainkan pemulihan kerugian yang dialaminya.
Kondisi demikian sejalan dengan tujuan restorative justice yang mengutamakan
pemulihan (restoration) dibandingkan pembalasan (retribution).

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya harus
memberikan manfaat bagi manusia sehingga negakan hukum tidak boleh hanya
berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan
rasa keadilan masyarakat."’! Apabila aitkan dengan hasil penelitian, maka
penyelesaian perkara penadahan melalui restorative justice telah mencerminkan
hukum yang berorientasi pada kemanfaatan karena mampu memulihkan kerugian
korban sekaligus menghindarkan pelaku dari proses pemidanaan yang panjang.

Di samping itu, penyidik juga melakukan berbagai upaya preventif melalui
kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa Bhabinkamtibmas bersama Satbinmas secara rutin melaksanakan
kegiatan pembinaan masyarakat yang di dalamnya juga disampaikan mengenai
pentingnya penyelesaian konflik secara musyawarah serta pemahaman mengenai
restorative justice.

Upaya tersebut menjadi krusial mengingat masih terdapat masyarakat yang

menganggap bahwa setiap tindak pidana harus selalu berakhir dengan pidana

151 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 206.
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penjara. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diberikan pemahaman bahwa
penyelesaian perkara melalui restorative justice tetap merupakan bagian dari sistem
peradilan pidana sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-
undang.

Selain meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Polres Indragiri Hilir juga
berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyidik melalui berbagai
kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa
penyidik secara berkala mengikuti bimbingan teknis mengenai penerapan restorative
justice yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah maupun Markas Besar
Kepolisian Republik Indonesia.

Peningkatan kompetensi tersebut menjadi penting karena penyidik tidak hanya
dituntut memahamikum pidana materiil dan hukum acara pidana, tetapi juga harus
memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, mediasi, serta penyelesaian konflik.
Kemampuan tersebut menentukan keberhasilan penyidik dalam mempertemukan
kepentingan korban dan pelaku sehingga tercapai kesepakatan perdamaian yang
benar-benar dilandasi kesukarelaan.

Berdasarkan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman,
upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah mencakup ketiga
unsur stern hukum, yaitu legal structure, legal substance, dan legal culture. Dari
aspek legal structure, terlihat adanya peningkatan kapasitas penyidik sebagai

152 Dari aspek legal substance, seluruh proses

pelaksana restorative justice.
penyelesaian perkara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sehingga memiliki dasar hukum yang

1
152 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Hmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2019,
hlm. 16.
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jelas. Sementara itu, dari aspek legal culture, penyidik berupaya membangun budaya
penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan melibatkan korban, pelaku,
keluarga, maupun tokoh masyarakat.

Namun demikian, berdasarkan analisis penulis, berbagai upaya tersebut masih
perlu terus dioptimalkan. Sosialisasi mengenai restorative justice masih perlu
diperluas agar masyarakat memahami bahwa mekanisme tersebut bukan bentuk
pelemahan penegakan hukum, melainkan gian dari pembaruan sistem peradilan
pidana yang lebih mengedepankan seimbangan antara kepastian hukum, keadilan,
dan kemanfaatan hukum. Di samping itu, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan,
pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat juga perlu diperkuat agar implementasi

restorative justice dapat berlangsung secara lebih efektif dan konsisten.
3

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam menerapkan
restorative justice terhadap tindak pidana penadahan da dasarnya telah berjalan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021. Berbagai upaya tersebut meliputi optimalisasi peran penyidik sebagai
fasilitator, pemenuhan persyaratan hukum secara cermat, pemulihan hak korban,
ningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan koordinasi antarpenegak
hukum, serta peningkatan profesionalisme penyidik."® Meskipun demikian,
efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan dukungan dari seluruh elemen
masyarakat agar tujuan restorative justice berupa pemulihan hubungan sosial,

perlindungan terhadap korban, dan pertanggungjawaban pelaku dapat terwujud

secara optimal.

153 Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development,” Law and Society Review, Vol.
4, No. 1, 1969, hlm. 29-44
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

elaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di
Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah dilaksanakan uaj dengan ketentuan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Penerapan mekanisme tersebut diawali dengan penelitian terhadap
terpenuhinya persyaratan materiil dan persyaratan formil, dilanjutkan dengan
li.ioses mediasi antara korban dan pelaku, pembuatan kesepakatan
perdamaian, pelaksanaan gelar perkara, hingga penghentian penyidikan
apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi. Berdasarkan data penelitian, tidak
seluruh perkara tindak pidana penadahan dapat diselesaikan melalui
restorative justice karena penerapannya sangat bergantung pada karakteristik
perkara, kesediaan para pihak untuk berdamai, serta terpenuhinya ketentuan
hukum yang berlaku. Pelaksanaan rsebut telah mencerminkan prinsip-
prinsip restorative justice yang mengutamakan pemulihan hak korban,
tanggung jawab pelaku, penyelesaian melalui musyawarah, serta

keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemantfaatan hukum.
Hambatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana
penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir berasal dari faktor internal

maupun ecksternal. Hambatan internal meliputi tidak terpenuhinya
persyaratan materiill dan formil sebagaimana diatur dalam Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, kesulitan

pembuktian unsur pengetahuan pelaku dalam tindak pidana penadahan,
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keterbatasan administrasi, serta kehati-hatian penyidik dalam menggunakan
kewenangannya. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi rendahnya
pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative justice, tidak
tercapainya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, kurangnya
itikad baik pelaku dalam memulihkan kerugian korban, serta masih
berkembangnya pandangan hwa setiap tindak pidana harus diselesaikan
melalui pemidanaan. ambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas
penerapan restorative justice tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi
juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, masyarakat, budaya
hukum, serta sarana pendukung dalam sistem penegakan hukum.

Upaya yang dilakukan dalam laksanaan restorative justice terhadap tindak
pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir dilakukan melalui
optimalisasi peran penyidik sebagai fasilitator perdamaian, pemenuhan
persyaratan materiil dan formil secara cermat, pengutamaan pemulihan hak
korban, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan,
penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta peningkatan
profesionalisme penyidik melalui pendidikan dan pelatihan mengenai
restorative justice. Berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen
epolisian Resor Indragiri Hilir dalam mewujudkan penegakan hukum yang
tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada penyelesaian
perkara yang memberikan perlindungan kepada rban, mendorong pelaku
bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memulihkan hubungan sosial di
masyarakat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan restorative justice

masih memerlukan dukungan seluruh pihak, baik aparat penegak hukum,
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pemerintah, maupun masyarakat, agar tujuan keadilan restoratif dapat

diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

1.

Terkait pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di

Kepolisian Resor Indragiri Hilir, disarankan agar penyidik terus
mengoptimalkan penerapan restorative justice sesuai dengan ketentuan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021,
khususnya melalui peningkatan kualitas proses mediasi, pemeriksaan
terhadap terpenuhinya persyaratan materiil dan formil, serta memastikan
bahwa setiap penyelesaian perkara benar-benar dilaksanakan atas dasar

23
kesepakatan sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Dengan

demikian, pelaksanaan restorative justice tidak hanya memberikan kepastian

hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi

korban, pelaku, maupun masyarakat.

. Terkait hambatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak

pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, disarankan agar
Kepolisian Resor Indragiri Hilir meningkatkan sosialisasi dan edukasi

hukum kepada masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme restorative

justice, sehingga masyarakat memahami bahwa penyelesaian perkara
melalui keadilan restoratif bukan merupakan bentuk pelemahan penegakan
hukum, melainkan salah satu instrumen hukum yang bertujuan memulihkan

kerugian korban dan menciptakan perdamaian. Selain itu, perlu dilakukan

peningkatan kapasitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan mengenai
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teknik mediasi, komunikasi, serta penyelesaian konflik agar hambatan dalam
proses perdamaian dapat diminimalkan.

. Terkait upaya alarn pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana
penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, disarankan agar koordinasi
ara Kepolisian, Kejaksaan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan
unsur masyarakat lainnya terus diperkuat guna mendukung penerapan
restorative justice secara lebih efektif dan berkesinambungan. Di samping
itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan restorative
justice sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan maupun
peningkatan kualitas pelayanan penegakan hukum, sehingga tujuan

pemulihan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, serta terciptanya

ketertiban dan keharmonisan sosial dapat diwujudkan secara optimal.
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LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Narasumber Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian

Resor Indragiri Hilir

Pelaksanaan Restorative Justice

1.

Bagaimana pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penadahan melalui
restorative justice di Kepolisian Resor Indragiri Hilir?
Apa dasar hukum yang digunakan dalam menerapkan restorative justice

terhadap tindak pidana penadahan?

. Apakah semua perkara penadahan dapat diselesaikan melalui restorative

justice? Mengapa?

. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi agar perkara penadahan dapat

diselesaikan melalui restorative justice?

. Bagaimana tahapan pelaksanaan restorative justice sejak laporan diterima

sampai perkara dihentikan?

Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam proses restorative justice?
Bagaimana proses perdamaian antara pelaku dengan pihak yang dirugikan
dilakukan?

Apa bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban dalam penyelesaian

perkara tersebut?

. Apakah seluruh proses restorative justice didokumentasikan dalam

administrasi penyidikan?

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan restorative justice sudah berjalan

efektif?

Hambatan
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11. Apa saja hambatan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan restorative
justice terhadap tindak pidana penadahan?

12. Apakah pernah terjadi penolakan dari salah satu pihak untuk berdamai?

13. Bagaimana apabila pelaku tidak mengakui perbuatannya?

14. Apakah terdapat hambatan dari masyarakat dalam penerapan restorative
justice?

15. Apakah terdapat kendala yang berasal dari peraturan perundang-undangan?

16. Bagaimana pengaruh keterbatasan sumber daya penyidik terhadap
pelaksanaan restorative justice?

Upaya

17. Apa upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut?

18. Bagaimana penyidik meyakinkan para pihak agar tercapai kesepakatan
perdamaian?

19. Apakah dilakukan koordinasi dengan kejaksaan atau pihak lain dalam
penerapan restorative justice?

20. Apa saran Bapak/Ibu agar pelaksanaan restorative justice terhadap tindak

pidana penadahan menjadi lebih optimal?
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Gambar 2 Bersama Penyidik Bripda Karno Setiabudi
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Gambar 3 Bersama Penyidik Bripda Nikel Nicholas

B. Narasumber : Tindak Pidana Penadahan
Pelaksanaan Restorative Justice
1. Bagaimana Saudara mengetahui bahwa perkara Saudara diselesaikan melalui
restorative justice?
2. Apakah penyidik menjelaskan mekanisme restorative justice kepada
Saudara?
3. Apakah Saudara mengakui perbuatan yang telah dilakukan?
4. Apakah Saudara bersedia meminta maaf kepada pihak yang dirugikan?
5. Bagaimana proses perdamaian berlangsung?
6. Apa bentuk tanggung jawab yang Saudara berikan kepada pihak yang
dirugikan?
7. Apakah Saudara merasa penyelesaian melalui restorative justice memberikan
keadilan bagi semua pihak?
Hambatan
8. Apakah Saudara mengalami kesulitan selama proses penyelesaian perkara?
9. Apakah pihak yang dirugikan langsung bersedia berdamai?
10. Menurut Saudara, apa hambatan terbesar dalam pelaksanaan restorative
justice?
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Upaya
11. Apa yang Saudara lakukan agar perkara dapat diselesaikan secara damai?
12. Apakah Saudara berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut?

13. Menurut Saudara, apakah penyelesaian melalui restorative justice lebih baik

dibandingkan melalui persidangan? Mengapa?
Ty e
)

.e. '
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Gambar 5 Dokumentasi Bersama Bapak Y
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C. Narasumber : Saksi Perkara Tindak Pidana Penadahan
Pelaksanaan Restorative Justice
1. Apa yang Saudara ketahui mengenai terjadinya perkara tindak pidana
penadahan tersebut?
2. Apakah Saudara mengetahui adanya proses penyelesaian perkara melalui
restorative justice?
3. Bagaimana proses perdamaian yang terjadi menurut pengetahuan Saudara?
4. Apakah seluruh pihak terlibat secara sukarela dalam proses perdamaian?
5. Menurut Saudara, apakah penyelesaian melalui restorative justice telah
berjalan dengan baik?
Hambatan
6. Menurut Saudara, apa kendala yang muncul selama proses restorative justice
berlangsung?
7. Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat antara para pihak dalam proses
perdamaian?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui
restorative justice?
Upaya
9. Menurut Saudara, bagaimana cara agar proses restorative justice dapat
berjalan lebih efektif?
10. Apakah komunikasi antara para pihak sudah berjalan dengan baik?
11. Menurut Saudara, apakah restorative justice layak diterapkan terhadap tindak

pidana penadahan? Mengapa?
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